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ABSTRAK 
Verry Yusreza, 2020. Skripsi berjudul, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan 
Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
Melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Periode 2015 
– 2019. Di bawah bimbingan, Pembimbing I oleh Bapak Yusrizal, M. Si dan 
Pembimbing II oleh Ibu Nurbaiti, M. Kom. 
Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau 
berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundangiiundangan perpajakan, 
mengisi formulir pajakidengan lengkap dan jelas, menghitung pajak dengan benar 
dan membayar pajak tepat waktunya. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan 
menganalisis pengaruhikesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak denganimenggunakan analisis regresi linear 
berganda. Populasiipenelitian ini wajib pajak bayar yang berada di KPP Pratama 
Binjai. Teknik pengambilan sampel penelitian ini random sampling. Jenis data 
penelitian ini dataiprimer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama 
Binjai sedangkanidata primer diperoleh menggunakan kuesioner yang di jawabioleh 
wajib pajak bayariyang berada di KPP PratamaiBinjai. Hasil penelitian menghasilkan 
koefisienideterminasi yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan 
fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 
30,7% sedangkan 69,3% dipengaruhiioleh variabel-variabel lain. Penelitian 
iniisecara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Fhitung 
lebih besar dariinilai Ftabel (14,054 > 2,70) dari nilai sig 0,000 < 0,05. Secara parsial 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajibipajak dengan nilai sigilebih kecil dari 0,05. 
 
Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan 
Kepatuhan Wajib Pajak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Seperti di ketahui Indonesia adalah negara yang berkembang yang 
memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara maju. 
Untuk mencapai negara maju maka diperlukan adanya pembangunan dan 
pertumbuhan. Secara umum, ekonom melihat pertumbuhan ekonomi sebagai 
kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan 
ekonomi dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan 
menjadi lebih baik dari sebelumnnya atau meningkatkan kualitas suatu keadaan 
menjadi kualitas yang lebih baik.
1
  
Sumber pendapatan Indonesia yang terbesar adalah pajak. Pajak 
merupakan sumber penerimaan negara untuk membiyai seluruh pengeluaran 
pemerintah yang bersifat umum. Pajak di tempatkan pada posisi teratas sebagai 
sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Akan tetapi 
pencapaian yang di rencanakan pemerintah belum mencapai hasil  maksimal. 
Hal ini di sebabkan karna banyak nya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak 
nya sesuai yang di tentukan oleh Pemerintah dan kurang kesadaran wajib pajak 
untuk membayar pajak. Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini dengan 
memperhitungkan pendapatan negara dengan melakukan pemungutan pajak. 
Pemungutan pajak memang bukan lah hal yang mudah, peran aktif dari 
petugas pajak dan kesadaran masyarakat juga di tuntut membayar pajak. Pada 
umumnya, masyarakat cenderung malas untuk membayar pajak di sebabkan 
kurang nya pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. 
Sosialisasi mengenai perpajakan adalah salah satu cara untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Kemudian pelayanan 
fiskus yang baik melalui sarana dan prasarana serta jasa yang bagus mampu 
membuat wajib pajak tertarik untuk membayar pajak dan pengoptimalan untuk 
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membayar pajak juga harus melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih 
baik dalam semua aspek. 
Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui, 
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela. Pada tahun 1984, sejak di mulai tax reform sistem perpajakan 
Indonesia berubah dari official assesment system menjadi self assesment 
system. Dalam official system tanggung jawab pemungutan pajak terletak 
sepenuhnya pada penguasa pemerintah. Sedangkan dalam self assesment 
system  Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang 
sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam perundang-undangan 
perpajakan. Nampak jelas bahwa self assesment system yaitu wajib pajak lebih 
di pandang sebagai subjek bukan objek. Sebagai konsekuensi dari perubahan 
ini Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan 
pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. 
Menurut Max Darmawan selaku Plt Kanwil DJP Sumut I (Tribun 
Medan dan DDTC News, 2020) membuat satu program kerja yaitu sosialisasi 
kemudahan dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara online yang 
bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran pajak 
guna terciptanya kesadaran akan pajak dalam pembayaran pajak dan pelaporan 
SPT yang telah disediakan oleh DJP yaitu aplikasi e-filling dan e-billing agar 
kegiatan dari proses pelaporan dan pembayaran pajaknya lebih mudah, cepat 
dan nyaman, serta juga aman, dan tepat waktu.
2
 
Dalam upaya menangkal Covid-19 Direktorat Jendral Pajak Kementrian 
Keuangan melakukan langkah antisipasi dengan menutup sementara pelayanan 
perpajakan yang dilakukan secara langsung dan dialihkan ke pelayanan online 
berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak nomor S-13/PJ/2020/. Meski demikian 
wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpajakan secara online, seperti 
                                                          
2
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Tribun-Medan.com. 8 Maret 2020. Diakses pada 17 Mei 2020. 
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menyampaikan SPT Tahunan, pembayaran, dan aktivitas lainnya dilakukan 
melalui sarana pelaporan elektronik atau online. (tirto.id, 2020)
3
 
Hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dari 
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan 
melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang 
mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau 
badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering 
disebut wajib pajak). Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan 
keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun 
kepada rakyat selaku wajib pajak.
4
 
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin 
untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluran yang memang 
diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.
5
 
Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwasanya 
dalam definisinya terdapat lima unsur penting yang harus ada dalam ketentuan 
pajak menurut syariah, yaitu: pertama, diwajibkan oleh Allah SWT. Kedua, 
objeknya adalah harta (al-mal). Ketiga, subjeknya kaum muslimin yang kaya 
(ghaniyyun) tidak termasuk non-muslim. Keempat, tujuannya untuk membiayai 
kebutuhan mereka (kaum muslimin). Kelima, diberlakukannya karena adanya 
kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri. 
Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip 
penerimaan negara menurut sistem ekonomi islam, yaitu harus memnuhi empat 
unsur diantaranya: pertama, harus adanya nash (Alquran dan Hadis) yang 
memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya. Kedua, adanya 
pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non-muslim. Ketiga, 
sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan 
kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul 
beban utama. Keempat, adanya tuntutan kemaslahatan umum. 
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Di Indonesia, landasan hukum dalam pajak adalah dari Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.  Kemudian dalam 
kegiatan Usaha yang mengatur adalah Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan 
dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran 
bruto tertentu.
6
 
Menurut UU No.16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.
7
 
Dampak pajak terhadap ekonomi sangat banyak, karena dengan begitu 
pendapatan suata negara dari sektor pajak UMKM semakin meningkat.  
Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh negara semakin besar. Ketika 
pendapatan suatu negara besar, maka kemakmuran rakyat dapat meningkat baik 
dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. 
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pendorong pajak 
tertentu. Wajib pribadi adalah seriap orang pribadi yang memiliki penghasilan 
diatas pendapatan yang tidak kena pajak. 
8
 
Berikut adalah jumlah pendaftar wajib pajak orang pribadi usahawan 
dan jumlah wajib pajak orang pribadi usahawan yang bayar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Binjai pada tahun 2015-2019: 
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Tabel 1.1 
Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Bayar 
Tahun Jumlah Wajib 
Pajak Terdaftar 
Jumlah Wajib 
Pajak Bayar 
Persentase 
2015 33.954 5.422 15,96 % 
2016 37.163 7.542 20,29 % 
2017 39.536 179 0,45 % 
2018 42.848 36 0,08 % 
2019 47.960 44 0,09 % 
    Sumber data : KPP Pratama Binjai Pada 12 Juni 2020 
 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk membayar pajak. Pada data diatas menujukkan data jumlah 
wajib pajak terdaftar dari 2015 - 2019  menunjukkan  terjadi peningkatan akan 
tetapi pada jumlah wajib pajak bayar dari tahun 2015-2019 mengalami 
fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak 
terdaftar adalah 33.954 dan jumlah yang membayar adalah 5.422 dengan 
persentase 15,96%. Kemudian pada tahun 2016 jumlah wajib pajak terdaftar 
mengalami peningkatan sekitar 3.209 dan jumlah yang membayar mengalami 
kenaikan sebesar 2.120 dengan peningkatan persentase 4,33 %. Kemudian pada 
tahun 2017 mengalami kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar sekitar 2.373 
akan tetapi jumlah yang membayar mengalami penurunan yang sangat 
signifikan sekitar 7.363 dengan penurunan persentase 19,84 %. Kemudian pada 
tahun 2018 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami kenaikan sekitar 3.312 dan 
jumlah yang membayar kembali menurun sekitar 135 dengan persentase 0,4 % 
dan pada data tahun 2019 jumlah wajib pajak bayar mengalami kenaikan 
sekitar 5.112 dan jumlah yang membayar mengalami kenaikan sekitar 8 dengan 
persentase 0,01 %.Seharusnya jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib 
pajak bayar haruslah sama. Data tersebut di peroleh dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Binjai pada Jum,at, 12 Juni 2020.  
Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak 
M.Ikhwanul Dwi Nugroho selaku bagian Pengolahan Data dan Informasi di 
6 
 
 
 
KPP Pratama Binjai pada Sabtu, 04 Juli 2020. Beliau menyatakan bahwa 
kesadaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terkhusus Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sangat rendah. Pihak KPP 
Pratama Binjai telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran 
wajib pajak seperti membuat sosialisasi setiap bulan mengenai pentingnya 
pajak dan konsultasi pajak setiap minggu nya yaitu dengan mendatangkan 
mobil informasi di wilayah stabat setiap rabu, sehinggga memudahkan wajib 
pajak yang di daerah langkat untuk  konsultasi perpajakan dan harapan nya 
dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang di daerah langkat akan tetapi 
kesadaran dari wajib pajak tidak kunjung meningkat. 
9
 
Kemudian ketika wawancara dengan bapak Amir salim selaku pemilik 
usaha mitra jaya, pihaknya menyampaikan pelayanan di KPP Pratama binjai 
sudah baik dan cepat sehingga tidak menunggu lama untuk melaporkan dan 
membayar pajak. Dan menurut Bapak Ikhwanul juga, beliau menyatakan 
bahwa pihak nya juga memberikan pelayanan di KPP Pratama Binjai juga 
sudah sesuai Standar Operasional yang berlaku.
10
 
Akan tetapi pada jurnal penelitian Nur Ghailina As’ari, menujukkan 
bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi yang melakukan keagiatan usaha di buktikan dengan nilai t 
hitung sebesar -0,814 < dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikannya dibawah 
0,05 yaitu sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,418.
11
   
Pada PP Nomor 23 Tahun 2018, setiap usaha harus lah membayarkan 
pajak penghasilan atas usaha nya kepada kantor pajak termasuk kios-kios kecil 
atau pun UMKM yang  omzet nya dibawah 4,8 Milyar sehingga dengan begitu 
pemasukan negara dari sektor UMKM akan semakin banyak. Besaran pajak 
yang harus dibayarkan seperti yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 
sebenarnya hanya lah setengah persen dari omzet perbulan nya. 
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 Bapak Ikhwanul menyatakan penerapan sanksi di KPP Pratama Binjai 
juga belum maksimal di karenakan kecilnya biaya yang di bayarkan oleh 
usahawan yaitu 0,5 % dari omzet. Langkah pertama yang diambil untuk 
penegakan sanksi adalah menghubungi melalui via telpon kepada wajib pajak 
yang tidak membayar pajak. Selanjutnya apabila tidak mendapat respon maka 
akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak. Namun, minimnya biaya operasional 
untuk pengiriman surat tagihan pajak yang lebih besar dari pada kontribusi 
pembayaran wajib pajak. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab penegakan 
sanksi kurang maksimal.
12
 
Ketika seorang usahawan tidak membayarkan pajak atas usaha nya 
tepat pada waktunya, maka akan dikenakan denda Rp.100.000 dan sanksi 2 % 
dari hasil usahanya sesuai dengan dasar hukum sanksi pajak tertera pada pasal 
14 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.
13
 Pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Binjai, berdasarkan data pada tabel 1.1 maka masih banyak 
masyarakat yang tidak membayar pajak dan dikenakan sanksi. Melihat kondisi 
itu saya menarik judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan 
Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Binjai” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dapat 
mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut : 
1. Kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha dibuktikan dengan data pada tahun 2015-2019 jumlah wajib pajak 
terdaftar melakukan peningkatan akan tetapi jumlah wajib pajak bayar 
mengalami fluktuasi cenderung menurun. 
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Wawancara dengan Bapak M.Ikhwanul Dwi Nugroho selaku Bagian Pengolahan 
Data dan Informasi di KPP Pratama Binjai Pada Sabtu, 04 Juli 2020 Pukul 10.00 wib. 
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Pasal 14 UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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2. Pelayanan yang baik dari petugas fiskus tidak menjamin tingkat kepatuhan 
wajib pajak untuk membayar pajak atas hasil usahanya di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Binjai 
3. Sanksi yang tegas hanya aturan tertulis di UU akan tetapi dalam praktik nya 
belum optimal yang menyebabkan masyarakat lalai membayar pajak. 
4. Peningkatan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak 
selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 
 
C. Batasan Masalah 
Pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah telah di 
kemukakan masalah - masalah yang terjadi. Agar masalah ini dapat di bahas 
secara tuntas dan terfokus, maka di perlukan pembatas masalah. Penelitian ini 
hanya menitikberatkan pada kesadaran wajib pajak,pelayanan fiskus dan sanksi 
pajak terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 
Penelitian ini meneliti objek penelitian dalam waktu 5 tahun yaitu 2015-2019. 
Penelitian ini di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap  
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai ? 
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Binjai? 
3. Apakah  sanksi  pajak berpengaruh  secara  parsial  terhadap  wajib  pajak  
orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Binjai? 
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak 
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Binjai? 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesaran wajib pajak secara 
parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 
b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus secara 
parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak secara parsial 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 
d. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi 
pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan uasaha pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Binjai. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Kegunaan Teoristis 
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus 
memperkenalkan tentang kegunaan- kegunaan pajak. 
b. Kegunaan Praktis 
Hasil dari penelitian ini di harapkan masyarakat sadar akan penting nya 
penting nya membayar pajak. Karna pajak sumber pendapat negara 
terbesar, jika masyarakat sudah sadar membayar pajak maka negara akan 
makmur. 
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
A. Konsep Kepatuhan Wajib Pajak 
Di Indonesia, Sistem pemungutan yang berlaku adalah selt assessment 
system, dimana segala pemenuhan kewajibannya perpajakan dilakukan 
sepenuhnya oleh wajib pajak. Melalui sistem ini wajib pajak diberi 
kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor 
dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu 
yang telah di tentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Fiskus hanya 
melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. 
 
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau 
patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib 
pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai 
dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi 
seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum 
maupun administrasi.
1
 Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana 
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya.
2
 
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan 
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi 
bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan 
secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat 
sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam 
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Gunandi. Akuntansi Pajak (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2015), h. 11. 
2
Nurmantu Safri. Pengantar Perpajakan (Jakarta: Granit Kelompok Yayasan Obor 
Indonesia, 2015), h. 4. 
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prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 
menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.
3
 
Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan wajib 
pajak merupakan sesuatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam 
membayar dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib 
pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha 
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak 
yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi 
semua syarat sebagai berikut
4
:  
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.  
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuksemua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 
c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas 
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 
tahun berturut-turut. 
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan 
berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 
 
2. Asas Kepatuhan Wajib Pajak 
Pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah 
negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar 
aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan 
payung hukum dan asas pemungutan pajak. 
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Harjanti Puspa Arum. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi 
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Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap ( Universitas Diponegoro: 2012), h. 
22. 
4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan 
Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak. 
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Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan 
oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. 
Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di 
dunia
5
, yaitu: 
a. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili 
atau tempat tinggal seseorang 
b. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan 
seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di 
Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak 
karena kebangsaannya bukan Jepang. 
c. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau 
tempat penghasilan berada. 
 
3. Manfaat dan Tujuan Kepatuhan Wajib Pajak 
Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan 
kewajiban  perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan 
kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. 
Pemberian predikat wajib pajak patuh sudah pasti akan memberi motifasi dan 
detterent effect yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib 
pajak patuh. 
Manfaat wajib pajak berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih 
dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau 
tidak patuh. 
 
4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 
dua tahun terakhir. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
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c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 
d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal 
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 
pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap  jenis pajak yang terutang peling 
banyak 5%. 
e. WP yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh 
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat 
dengan pengecualian sepanjang tidak memperanguhi laba rugi fiskal. 
 
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa  faktor yaitu : 
a. Kesadaran wajib pajak 
b. Pelayanan fiskus 
c. Sanksi pajak 
Lebih jelasnya akan dijabarkan dibawah ini: 
a. Kesadaran wajib pajak 
1) Pengertian Kesadaran 
kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya 
melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, 
membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
6
 Kesadaran wajib pajak 
merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang 
melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk 
bertindak  sesuai  dengan  stimulus  yang  diberikan  oleh  sistem  dan  
ketentuan perpajakan yang berlaku.
7
 
Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan 
membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana 
peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. 
Wajib pajak yang sadar akan pajak nya tidak akan melanggar peraturan 
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Variabel Intervening di KPP Medan Timur (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
2011), h. 15. 
14 
 
 
 
perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan 
benar, serta akan membayar pajak terutang nya.
8
 
Dari ketiga definisi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa wajib 
pajak mau membayar pajak nya dengan sukarela dan harus juga melaporkan 
pajaknya setiap waktu dan diharapkan juga wajib pajak mengerti dan 
memahami tentang perpajakan. 
Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9
 
Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 
produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 
Penolakan untuk membayar, menghindari atau perlawanan terhadap pajak pada 
umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung dan 
pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang 
nilainya setara. 
Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya 
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai 
berikut
10
:  
a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 
b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menundah pembayaran pajak. 
c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, 
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi wabah rugi fiscal. 
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Abdul Rahman, Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku 
Bisnis dan Perusahaan (Bandung: Nuansa), h.7. 
9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan. h.2. 
10
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Pasal 17 C ayat 2.h.24. 
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Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan 
audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan 
menyajikan rekonsilasi laba rugi komersial dan fisikal. 
d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hokum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
Maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa 
wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang 
berlaku baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan. 
 
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran 
 Wajib pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan 
modern, faktor - faktor nya yaitu
11
 : 
a) Persepsi Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan 
semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap 
pajak. Torgler
12
 menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh 
membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi 
pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan 
barang publik juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan 
dalam kewajiban perpajakan. 
Ketersediaan barang publik adalah masalah kepercayaan wajib pajak 
pada pemanfaatan pajak yang dibayar. Apabila wajib pajak merasa bahwa 
pajak yang dibayar tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga wajib 
pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang 
dibayarnya, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh. 
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Abdul Asri Harahap, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi 
Politik (Integnita Dinamika Press), h.43. 
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Torgler, Benno and Schneider, Friedrich and Schaltegger, Christoph A. 2009. Local 
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b) Tingkat Pengetahuan terhadap Ketentuan Perpajakan yang Berlaku 
Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap 
ketentuan perpajakan  yang  berlaku  berpengaruh  pada  perilaku  kesadaran  
pembayar  pajak. wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan 
secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan 
sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap  peraturan  perpajakan,  maka  
semakin  paham  pula  wajib  pajak  terhadap sanksi yang akan diterima bila 
melalaikan kewajiban perpajakannya. 
 
c) Kondisi Keuangan Wajib Pajak 
Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada 
kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan usaha 
yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash 
flow). Profitabilitas usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. 
 
d) Manfaat dan Tujuan Kesadaran. 
Kesadaran  bernegara  merupakan  faktor  penentu  adanya  kesadaran 
perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai 
negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara dan untuk merealisasikannya 
perlu adanya kesadaran Wajib Pajak akan perannya dalam mendukung fungsi 
negara tersebut dengan cara membayar pajak. 
Beberapa jenis fungsi pajak antara lain : 
a) Fungsi Anggaran (budgetair). 
Pajak sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara 
dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat 
diperoleh dari penerimaan pajak. 
b) Fungsi Mengatur (regulerend). 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya adalah dengan 
pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah dan minuman keras. 
17 
 
 
 
c) Fungsi Stabilitas. 
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di 
kendalikan. Hal ini bisa di lakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di 
masyarakat dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan 
efisien. 
d) Fungsi Retribusi Pendapatan. 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat 
membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meingkatkan pendapatan 
masyarakat. 
Adapun manfaat yang di timbulkan jika masyarakat membayar pajak 
adalah : 
a) Pengembangan alat transportasi masa 
b) Fasilitas umum dan infrastruktur seperti: jalan raya, jembatan, sekolah, 
rumah sakit. 
c) Subsidi bahan bakar minyak dan pangan. 
d) Kelestarian lingkungan hidup. 
 
e) Indikator Kesadaran 
Menurut Muliari dan Setiawan, beberapa indikator untuk mengukur 
kesadaran perpajakan yaitu
14
 : 
a) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 
b) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 
c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
d) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sukarela. 
e) Menghitung, membayar, dan melaporkan dengan bener. 
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b. Pelayanan Fiskus 
1) Pengertian Pelayanan Fiskus 
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu 
kepentingan umum (public utilities) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak 
yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat.
15
 
Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan 
secara individu ataupun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita 
mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum, fiskus merupakan petugas. 
Jadi pelayanan fiskus dapat di definisikan sebagai cara petugas pajak dalam 
membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan 
seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak.
16
 
Pelaksanaan asas/maksim convenience of payment, Fiskus perlu 
mengembangkan penarikan pajak dengan cara pelayanan yang baik   dengan   
cara   mempermudah   bagi   para   wajib   pajak   dalam   melakukan 
pembayaran dan tepat waktu pada waktu serta jangan sampai para wajib pajak 
antri untuk membayar pajak di kas Negara, dimana hal itu tidak menyenangkan 
para wajib pajak.
17
 
Dari ketiga pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak agar para wajib pajak membayar 
pajak nya  melalui komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif agar terjadi 
hubungan emosional yang baik sehingga diharapkan para wajib pajak dapat 
membayar pajak tepat pada waktunya. 
2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Fiskus. 
Pelayanan dibidang perpajakan merupakan salah satu indikator untuk 
meningkat masyarakat dalam membayar pajak. Kenyamanan yang didapat oleh 
para wajib  pajak  akan  berpengaruh  baik  pada  citra  perpajakan.  Lemahnya  
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pelayanan fiskus dalam perpajakan yang menyebabkan kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak. 
Kemudian pelayanan yang baik harus mengandung instrumen serqual
18
 
: 
a) Tangible adalah wujud dari pelayanan yang diberikan petugas pajak 
kepada wajib pajak. 
b) Reliability adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan 
oleh petugas pajak kepada wajib pajak. 
c) Assurane adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak 
untuk mendapatkan pelayanan maksimal. 
d) Responsibility adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak yang 
diberikan petugas (fiskus) kepada wajib pajak. 
e) Emphaty adalah sikap peduli yang diperlihatkan petugas pajak kepada 
wajib pajak. 
 
3) Manfaat dan Tujuan Pelayanan Fiskus 
Manfaat dari pelayanan fiskus adalah agar para wajib pajak dapat 
membayarkan pajaknya tepat pada waktu sehingga dengan begitu pendapatan 
akan pajak semakin bertambah melalui cara dan komunikasi yang baik oleh 
petugas pajak. 
Tujuan dari pelayanan fiskus adalah : 
a) Tercapainya tingkat kepatuhan secara sukarela wajib pajak yang tinggi. 
b) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang 
tinggi. 
c) Tercapainya produktivitas petugas perpajakan. 
 
4) Indikator Pelayanan Fiskus 
Pelayanan Fiskus dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu:
19
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a) Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang di 
kenakan. 
b) Fiskus telah memberikan pelayanan pajak secara prosedur 
c) Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien. 
 
c. Sanksi Pajak 
1) Pengertian Sanksi Pajak 
Menurut Kamus Besar  Bahasa Indonesia, Sanksi adalah tanggungan 
(tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati 
perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang. 
20
 Sanksi Perpajakan 
adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa wajib 
pajak tidak melanggar norma perpajakan.
21
 
Sanksi perpajakan erat kaitannya dengan hukum pajak. Hukum pajak 
adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang 
pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang menyerahkannya 
kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut 
merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang 
atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak.
22
 
Hukum pajak sangat erat kaitannya dengan hukum pidana dimaksudkan 
terhadap para wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang 
pajak dengan benar, misalnya dengan memalsukan jumlah perhitungan   
penghasilan,   jumlah   kekayaan   dan   juga   laba   perusahaan,   maka 
perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai delik atau tindak pidana yang mana 
dapat dituntut berdasarkan hukum acara pidanan (hukum pidana formal).
23
 
Jadi dari ketiga pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
sanksi perpajakan adalah sanksi perpajakan adalah segela aturan mengenai 
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perpajakan yang  terima oleh wajib pajak apabila terdapat pelanggaran yang di 
lakukan oleh wajib pajak. 
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk 
melanggar Undang-Undang Perpajakan. Agar Undang-Undang dan Peraturan 
tersebut maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.  
 
2) Jenis Sanksi Pajak 
berdasarkan jenisnya, “sanksi dibidang perpajakan dapat 
dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi 
pidana”. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian terhadap negara 
yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang 
terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran 
administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana 
perpajakan.
24
 
Sanksi pidana adalah upaya terakhir dari pemerintah agar norma 
perpajakan benar benar di patuhi. Sanksi pidani ini bisa timbul karena adanya 
tindak pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur 
ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana 
kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau 
kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda 
pidana,pidana kurungan, atau pidana penjara. 
Adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu 
sebagai berikut
25
: 
a) Rp. 100.000 apabila Surat Pemberitahan (SPT) Masa tidak disampaikan atau 
disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 
hari setelah akhir masa pajak. 
b) Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi 
yaitu sebesar 2 % sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar. 
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c) Sanksi pidana bagi wajib pajak orang pribadi yang karena kelapaannya. 
Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar 
wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi pajak. 
Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan 
kewajiban, tindakan  yang  diperkenankan  dan  tidak  diperkenankan  oleh  
masyarakat.  Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus 
ada sanksi bagi pelanggarnya, adapun faktor-faktornya yaitu: 
a) Ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan. 
b) Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak. 
c) Penerapan sistem sanksi pajak. 
 
4) Manfaat dan Tujuan Sanksi Pajak 
Pada pelaksanaan undang-undang perpajakan fungsi pengawasan 
sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan 
kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan 
yang harus dijalankan oleh pemerintah  perlu  juga  dibarengi  dengan  upaya  
penegakan  hukum.  Diwujudkan dalam   pengenaan   sanksi,   tujuannya   
untuk   mencapai   tingkat   keadilan   yang diharapkan dalam pemungutan 
pajak. 
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan penegakan 
hukum sesuai ketentuan, sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  pilar-pilar   
penegakan   hukum  terdiri  dari pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan 
penagihan pajak, sanksi pajak juga diterapkan atas pelanggaran perpajakan, 
juga memberikan pelajaran bagi wajib pajak sehingga mereka dapat 
melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai 
ketentuan berlaku.
26
 
 
 
 
 
                                                          
26
John Hutagaol. Perpajakan Isu-Isuk Kontenporer (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 78. 
23 
 
 
 
 
5) Indikator Sanksi Pajak 
a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 
b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat 
ringan. 
c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk 
mendidik wajib pajak. 
d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 
 
B. Teori Pemungutan Pajak 
Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut 
sebagai berikut
27
 :  
a. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 
sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 
tersebut.  
b. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan 
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.  
c. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:  
1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 
yang dimiliki oleh seseorang.  
2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 
yang harus dipenuhi.  
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d. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat 
negaranya.Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.  
e. Teori Asas Daya Beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara.Selanjutnya negara akam menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat.Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 
diutamakan. 
 
1. Pengertian Pemungutan Pajak 
Secara epistemologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti 
menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-
Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah 
suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak 
Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai 
kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta 
pengawasan atau penyetoran.  
Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan 
keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang 
dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada 
pengawasan penyetorannya. 
 Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil.
28
 Sedangkan 
pengertian pemungutan menurut Liberti Pandiangan adalah sebagai berikut: 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau 
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Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada 
wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya
29
. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya 
pemungutan pajak merupakan wewenang dari pemerintah yang diatur melalui 
perundang-undangan kemudian pemerintah akan mengeluarkan kembali untuk 
kepentingan masyarakat melalui kas negara. 
 
2. Asas Pemungutan Pajak 
Sedangkan, di Indonesia kita memiliki tujuh asas pemungutan 
pajak yang selalu dijadikan pedoman yaitu sebagai berikut
30
: 
a. Asas finansial 
Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi 
keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. 
Contohnya: Pak Ahmad bekerja sebagai guru honorer dengan pendapatan 
sekitar Rp15.000.000 per tahun, sedangkan Bu Laila bekerja sebagai Advokat 
dengan pendapatan sekitar Rp1.000 000.000 per tahun. 
Berdasarkan asas finansial, besaran pajak yang harus dibayar kedua 
orang tersebut tentu saja berbeda. Berdasarkan asas ini pula, penetapan 
pungutan pajak yang harus dibayarkan kedua orang tersebut harus lebih kecil 
dari pendapatan mereka selama setahun. 
b. Asas ekonomis 
Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus 
digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara 
menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi 
perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, 
diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa 
harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. 
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c. Asas yuridis 
Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 
UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa 
undang-undang, yaitu: 
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (KUP). 
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang 
Berlaku di Indonesia. 
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB). 
 
d. Asas umum 
Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. 
Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan 
umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang 
dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia. 
e. Asas kebangsaan 
Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di 
Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. 
Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di 
Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan 
27 
 
 
 
negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan 
bersumber dari Indonesia. 
f. Asas sumber 
Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat 
perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut 
di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di 
Indonesia. 
Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal 
dan bekerja di Australia, meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad 
adalah WNI tetapi berdasarkan sumber pendapatannya Pak Ahmad tidak wajib 
membayar PPH yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. 
g. Asas wilayah 
Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. 
Contohnya, Bu Laila merupakan WNI yang tinggal di Taiwan, maka menurut 
asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laila tidak wajib 
dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang 
tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai 
pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. 
3. Faktor Pemungutan Pajak 
Faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap 
pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal.
31
  
a. Faktor eksternal terdiri dari:  
1) Penagihan Pajak 
2) Sanksi 
3) Peraturan 
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4) sarana dan prasarana 
5) kualitas pelayanan 
6) kerjasama dengan pihan ketiga  
7) E-system 
8) sosialisasi.  
b. Faktor internal mencakup:  
1) Kesadaran 
2) Kepatuhan 
3) pemahaman wajib pajak 
4) kepercayaan kepada pemerintah 
5) religiusitas 
6) presepsi wajib pajak atas manfaat pajak. 
 
C. Pajak dalam Islam 
Pajak dalam hukum islam merupakan Ijtihad para ulama. Dalam syariat 
Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil 
Amri sebagai kewajiban tambahan sesuai zakat (jadi dharibah bukan zakat), 
karena kekosongan atau kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul 
mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan 
harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim pula dan bukan untuk 
kepentingan umum sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah 
datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.
32
 
Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat 15: 
َِاَّنَم نُ وَْا َاَلِذيْ نمٰامم َاْلُمْؤِمنُ ْونم َللَِّٰا َثََُِِب ََومرمُسْولِه َبُ ْوا َي مْرَتم ُدوََْلْم اهم َومامَومجم َِِلِْم ْموما َِبَِم َِفَْا ِبْيلََِنْ ُفِسِهْم َسم
ِدقُ ْونَُهمََُاُولِٰٰٓئكَمَاللَِّٰ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالصّٰ  
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
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mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah 
orang-orang yang benar (QS. Al-Hujurat: 15)
33
 
Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh 
dalam Tafsir Ibn Katsir ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah berfirman 
sesungguhya orang-orang yang beriman yakni orang-orang yang beriman secara 
sempurna yakni tidak bimbang dan tidak pula goyah, bahkan mereka semakin 
kokoh dalam satu keadaan, yakni keimanan yang sebenarnya. Mengarahkan 
seluruh jiwa dan harta benda mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan mencari 
keridhaan harta benda mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan menacari 
keridhaan-Nya. Dalam ucapan mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka 
beriman, dan tidak seperti sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka tidak 
beriman melainkan hanya perkataan lahiriah semata.
34
 
Maka dengan adanya mengarahkan seluruh jiwa dan harta benda untuk 
berbuat taat kepada Allah dan mencari keridhaan harta benda mereka untuk 
berbuat taat kepada Allah dan menacari keridhaan-Nya sama halnya ketaatan pada 
pemerintah dalam hal membayar zakat untuk kebaikan negara.  
Oleh karena itu pajak dalam islam merupakan hasil bentuk ijtihad dari para 
ulama terdahulu dengan itu hal ini berimplikasi kepada Ikhtilaf para ulama 
mengenai konsep pajak. Dimana pajak disini dibagi menjadi dua pendapat yaitu, 
pertama pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah 
kewajiban zakat kedua pajak tidak dibolehkan dalam islam karena dalam islam 
kewajiban seseorang muslim dalam hal harta hanya pada zakat. 
 
D. Hubungan Antara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, 
Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak 
1. Teori Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan 
kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan 
pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan medis billboard, 
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baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses 
oleh wajib pajak.
35
 
Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak yang masih kurang 
tertib, melaporkan surat pemberitahuan masa maupun tahunan. Wajib Pajak 
yang tidak peduli dengan kewajiban pajaknya dan kesadaran untuk membayar 
pajaknya masih kurang akan mempengaruhi bagaimana perpajakan yang ada di 
Indonesia. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan perpajakan.
36
 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar 
dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman 
dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan.
37
 
 
2. Teori Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak 
tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan 
yang terbaik kepada Wajib Pajak.
38
 Aparat yang kompeten diharapkan dapat 
melayani wajib pajak dengan baik akan memberikan pengaruh kepada wajib 
pajak berperilaku taat pajak.
39
 
Penelitian yang dilakukan oleh Arum menemukan bahwa pelayanan 
fiskus berperan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Yogatama menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
40
 
 
3. Teori pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya 
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak bagaimana diamanatkan oleh undang-
undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi 
berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. 
Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong 
kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku 
terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
41
 
Sanksi perpajakan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya Suryanto mengatakan 
Sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya sehingga hasil penelitian menunjukan sanksi perpajakan berpengaruh 
secara signifikan.
42
 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti ditaati atau 
dipatuhi.
43
  
 
E. Kajian Terdahulu 
1. Penelitian mengenai tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini di tulis oleh 
Harjanti Puspa Arum pada tahun 2012. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perngaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
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kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah 
para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 
pekerjaan bebas yang ada di kabupaten Cilacap. Berdasarkan data dari KPP 
Pratama Cilacap, hingga akhir tahun 2011 terdapat 3.038 wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tidak semua 
jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu 
dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan 
sempel dilakukan dengan metode simple random sampling. Jumlah sampel 
ditentukan sebanyak 97 orang. Metode pengumpulan data primer yang 
dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media 
kuisioner. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh 
kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi 
pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 oleh Rendy Ardyansyah. 
Penelitian ini mengenai tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan 
fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk menganalisis perngaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan 
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah 
para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 
pekerjaan bebas yang ada di Kota Surabaya. Berdasarkan data dari KPP 
Pratama Surabaya Mulyorejo, hingga akhir tahun 2012 terdapat 10.540 
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 
bebas. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini 
guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan 
sampel. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 99 orang. Metode pengambilan 
data primer yang dipakai adalah dengan wawancara dan observasi, 
sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis linier berganda. Berdasarkan hasil analisi yang 
dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, 
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pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan 
bebas sedangkan pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan 
pekerjaan bebas. 
3. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Ghailina As’ari, Teguh Erawati. Penelitian 
ini diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini berjudul Pengaruh pemahaman 
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada 
wajib pajak orang pribadi kecamatan Rongkop). Hasil dari penelitian ini 
adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai t hitung sebesar 3,061 > dari t tabel 1,66543 dan nilai 
signifikannya dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,003. Kemudian kualitas 
pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -0,814 < dari t tabel 1,66543 
dan nilai signifikannya dibawah 0,05 yaitu sebesar dengan nilai signifikan 
sebesar 0,418. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 
1,389 < dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya dibawah 0,05 yaitu 
dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan sebesat 0,169. Sanksi pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,219 > dari t tabel 1,66543 dan 
nilai signifikansinya dibawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 
0,03. 
4. Penelitian oleh Lydiana tahun 2018 dengan jurnal berjudul “Pengaruh 
Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran 
wajib pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan 
sanksi pacak secara persial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam 
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melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama seluruh variable 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan 
kepatuhan pajak. 
5. Penelitian oleh Diana Lestari Siregar tahun 2017 dengan jurnal berjudul 
“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari 
penelitian ini t hitung (2,808) > t table (1,984) artinya kesadaran wajib pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa 
kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak pribadinya. T hitung (2,457) > t table (1,984). Artinya 
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang 
berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya. Nilai F hitung adalah 
20,109 sedangkan F table 3,0901 yang berarti nilai F hitung lebih besar dari 
F table. Artinya ada pengaruh signifikann antar variable kesadaran wajib 
pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak pada KPP Pratama Batam. 
 
F. Kerangka Teoritis 
Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-
konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teoritis  
disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar sederhana.
44
 Berikut ini 
kerangka teoritis pada penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini : 
 
  
  
   
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
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Azhari Akmal Tarigan. Buku Panduan Penulisan Skripsi (Medan: Febi Press, 2015), 
h. 15. 
Pelayanan Fiskus (PF) 
Sanksi Pajak (SP) 
Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
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Berdasarkan skema diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritis 
dalam penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana pengaruh kesadaran, 
pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
  
G. Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih 
mengandung kemungkinan benar atau salah. Walaupun sifatnya jawaban 
sementara, hipotesis tidak boleh dirumuskan begitu saja, melainkan harus 
didasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu.
45
 
Adapun hipotesa dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Ho1: Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Binjai. 
Ha1: Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP 
Pratama Binjai. 
2. Ho2: Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada KPP Pratama Binjai. 
Ha2: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Binjai. 
3. Ho3: Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Binjai. 
Ha3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP 
Pratama Binjai. 
4. Ho4: Kesadaran,Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. 
Ha4: Kesadaran,Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Yang dimana pendekatan ini  menekankan pada data-
data berupa numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika 
infresensial (melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian 
hipotesis). Jenis penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang  
bertujuan untuk mendefiniskan suatu kondisi atau berbagai variabel yang 
menjadi objek peneliti berdasarkan apa yang terjadi. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Binjai yang berlokasi di Jalan Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai. Jadwal 
Penelitian terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020. 
 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, 
biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui 
pernyataan tertulis dengan menggunakan koesioner atau lisan dengan 
menggunakan metode wawancara. Data sekunder menggunakan studi 
kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut 
paham pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh melalui wajib pajak   yang terdaftar  di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Binjai dengan cara menyebar kuesioner. 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 
obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
1
 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 
 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang 
diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
2
 
Teknik sempel yang diambil adalah proporsi sampling. Dikatakan simple 
(sederhana) karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada pada populasi itu. Cara demikian dilakukan bila 
anggota populasi dianggap homogen.  Proporsi Sampling adalah teknik 
pengambilan sampel dengan memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah. 
Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil 
memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili 
populasi. 
Pengambilan sampel yang lebih dari 1000 dilakukan dengan 
menggunakan rumus slovin dengan tujuan untuk mendapatkan sampel secara 
acak dengan menggunakan rumus slovin maka akan dapat sampel yang 
diinginkan dalam penelitian ini. Adapun rumus Slovin adalah : 
 
 n = 
 
     
 
 
Dimana : 
n = jumlah sempel 
N = jumlah polulasi 
e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
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Nur Ahmadi Bi Rahmani. Metodelogi Penelitian Ekonomi (Medan: Febi UIN-SU 
Press, 2016), h. 31. 
2
Ibid, h. 34. 
39 
 
 
 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak bayar 
pada tahun 2015-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sebanyak 
13.223 WP orang pribadi. 
n    =     13.223 
       1 + 13.223.(0,1)
2
 
     = 99 sampel  
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting berbagai 
sumber dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada 
setting alamiah (natural setting), jika dilihat dari sumber datanya maka maka 
pengumpulan data dapat dilihat dari sumber primer dan sumber skunder dan 
jika dilihat dari segi cara atau tekhnik pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan wawncara, kuesioner, observasi, dan dokumen.
3
 
1. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.
4
 
 
2. Kuesioner/angket 
Kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 
pernyataan terbuka atau tertutup, dapat diberikan kepada responden secara 
langsung atau dikirim melalui pos dan internet. 
Teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner. yang dimana kuesioner terdiri dari beberapa 
pertanyaan-pertanyaan   yang   berkaitan   dengan   variable-variabel   yang 
diteliti. Kuesioner dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang dianggap 
                                                          
3
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 194. 
4
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lebih efektif diterapkan. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 
dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan  tersebut.
5
    
Untuk mengukur  pendapat responden dalam penelitian ini 
menggunakan skala likert. Skala likert merupakan teknik mengukur sikap 
dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidak 
setujuan mereka terhadap masing-masing pertanyaan.
6
 Dalam penelitian ini 
skala likert berisi lima tingkat referensi jawaban dengan pilihan sebagai 
berikut: 
1. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Angka 2 = Tidak Setuju (TS) 
3. Angka 3 = Ragu-ragu (R) 
4. Angka 4 = Setuju (S) 
5. Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 
 
3. Observasi 
Observasi sebagai tekhnik pengumpulan data mempunyai ciri yang 
spesifik bila dibandingkan dengan tekhnik yang lain yaitu wawancara dan 
kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, 
maka observasi tidak terbatas dengan orang tetapi juga obyek-obyek alam yang 
lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar. 
 
4. Dokumen 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 
bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 
cerita, biografi dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 
misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 
karya misalnya karya seni yang berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 
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F. Variabel Penelitian 
Variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
penelit untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
7
 Dalam 
penelitian ini menggunakan variable sebagai berikut: 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen atau yang sering disebut sebagai variabel terikat 
adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang 
menjadi akibat karena adanya variabel independen. Besarnya perubahan pada 
variabel ini tergantung dari besaran variabel bebas atau independen. 
2. Variabel Independen 
Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas adalah 
variabel yang menjadi penyebab atau timbulnya suatu perubahan variabel 
dependen. Variabel independen disebut juga sebagai variabel yang 
mempengaruhi. 
 
G. Definisi Operasional Variabel 
Pengertian operasional variabel adalah bagian yang mendefinisikan 
sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi 
(indikator) dari suatu konsep/variable. 
 
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Indikator  Skala 
Kesadaran 
wajib 
pajak 
(KWP) 
Kesadaran adalah 
keadaan 
mengetahui atau 
mengerti, 
sedangkan 
kesadaran wajib 
pajak dalam 
1. Mengetahui fungsi pajak 
untuk pembiayaan 
Negara. 
2. Mengetahui adanya 
undang-undang dan 
ketentuan perpajakan. 
3. Memahami bahwa 
Likert 
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kewajiban 
perpajakannya 
merupakan hal 
penting dalam 
penarikan pajak. 
kewajiban perpajakan 
harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 
4. Menghitung, membayar, 
dan melaporkan pajak 
sukarela. 
5. Menghitung, membayar, 
dan melaporkan dengan 
bener. 
Pelayanan 
Fiskus 
(PF) 
Pelayanan fiskus 
adalah hal-hal 
yang dilakukan 
oleh petugas pajak 
dalam membantu 
wajib pajak 
mengurus segala 
keperluan yang 
dibutuhkan wajib 
pajak dalam 
memenuhi 
kewajiban 
perpajakannya. 
1. Fiskus senantiasa 
memperhatikan keberatan 
wajib pajak atas pajak 
yang di kenakan. 
2. Fiskus telah memberikan 
pelayanan pajak secara 
prosedur 
3. Cara membayar dan 
melunasi pajak adalah 
mudah dan efisien. 
Likert 
Sanksi 
Pajak (SP) 
Sanksi perpajakan 
merupakan suatu 
alat yang bisa 
menjamin agar 
wajib pajak 
mematuhi norma 
perpajakan yang 
berlaku, hal ini 
untuk mencegah 
1. Sanksi pidana yang 
dikenakan bagi pelanggar 
aturan pajak cukup berat. 
2. Sanksi administrasi yang 
dikenakan bagi pelanggar 
aturan pajak sangat 
ringan. 
3. Pengenaan sanksi yang 
cukup berat merupakan 
Likert 
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pelanggaran 
perpajakan yang 
mungkin dilakukan 
oleh wajib pajak. 
salah satu sarana untuk 
mendidik wajib pajak. 
4. Sanksi pajak harus 
dikenakan kepada 
pelanggarnya tanpa 
toleransi. 
Kepatuhan 
Wajib 
Pajak 
(KPWP) 
Kepatuhan 
perpajakan 
merupakan 
ketaatan, tunduk, 
dan patuh serta 
melaksanakan 
ketentuan dan 
kewajiban 
perpajakan. Jadi 
wajib pajak yang 
patuh adalah wajib 
pajak taat dan 
memenuhi 
kewajiban 
perpajakan sesuai 
peraturan 
perundang-
undangan 
perpajakan. 
1. Tepat waktu dalam 
menyampaikan SPT 
untuk semua jenis pajak 
dalam dua tahun terakhir. 
2. Tidak mempunyai 
tunggakan pajak untuk 
semua jenis pajak, 
kecuali telah memperoleh 
izin untuk mengangsur 
atau menunda 
pembayaran pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi 
hukuman karena 
melakukan tindak pidana 
dibidang perpajakan 
dalam jangka waktu 10 
tahun terakhir. 
4. Dalam dua tahun terakhir 
menyelenggarakan 
pembukuan dan dalam 
hal terhadap wajib pajak 
pernah dilakukan 
pemriksaan, koreksi pada 
pemeriksaan  
 
Likert 
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H. Teknis Analisis Data 
Analisi data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul dan 
dikelompokkan berdasarkan variable dan jenis responden.
8
 Dalam penulisan 
ini, teknik analisis data yang digunakan adalah : 
1. Teknik analisis data secara deskriftif. 
Teknik analisis data deskriftif merupakan tekhnis analisis yang dipakai 
untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-
data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat 
generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data 
statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, 
tabel, persentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, modus, dll. 
2. Menggunakan Software SPSS 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier 
berganda dengan menggunakan program SPSS untuk memperoleh hasil 
perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis 
perumusan masalah penelitian. 
 
1. Uji Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas 
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 
ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan 
fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat 
tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang 
sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya hasil ukur 
dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerninkan secara tapat 
fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur.
9
 
Dalam pengujian validitas terhadap kuisioner, dibedakan menjadi 2, 
yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang 
disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang 
lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini dengan cara 
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mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) 
dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). 
Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik 
pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah 
menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson). Analisis 
ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. 
Pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikan < 0,05 dan rhitung > 
rtabel. Menghitung rtabel  dengan rumus df = n – k. 
 df = Degree of freedom 
 n = Jumlah sampel 
 k = Jumlah Variabel 
 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas berarti keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengukuran atribut sama diulang akan memberikan hasil kondisi yang 
identik atau sangat mirip. Reliabilitas dalam penelitian kuantitatif 
menunjukkan bahwa hasil numerik yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak 
berbeda karena karakteristik dari proses pengukuran atau instrumen 
pengukuran itu sendiri. Kebalikan dari reliabilitas adalah pengukuran yang 
memberikan hasil tidak menentu, tidak stabil atau tidak konsisten. 
Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu 
tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam 
kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat di andalkan bila memberikan 
hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa di andalkan bila 
pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. 
Standarisasi uji reliabilitas menurut cronbach’s alpha adalah antara 0,50 > 0,70 
digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan 
dalam kuesioner penelitian. 
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2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Persyaratan terpenuhinya untuk bisa menggunakan persamaan regresi 
berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Normalitas dalam statistik 
parametrik seperti : 
1) Kolmogrof Smirnov 
2) P-Plot of regresion standardized residual 
3) Uji Histogram 
Merupakan syarat pertama. Uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki 
distribusi normal. Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki 
berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji statistik normalitas.  
Dengan demikian, normalitas dipenuhi jika hasil uji tidak signifikan 
untuk suatu taraf tertentu (biasanya 0,05 ). Sebaliknya, jika hasil uji signifikan 
maka normalitas tidak terpenuhi. Cara mengetahui signifikan atau tidak 
signifikan hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada 
kolom signifikansi (Sig). Untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku 
adalah sebagai berikut : 
1) Jika signifikansi yang diperoleh > 0,05, maka sampel berasal dari populasi 
yang berdistribusi normal  
2) Jika signifikansi yang diperoleh < 0,05, maka sampel bukan berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolineaeritas digunakan untuk melihat apakah model regresi 
terdapat kolerasi antar variabel bebas atau tidak. Sebuah model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi 
multikolinearitas.  
Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance adalah, 
sebagai berikut: 
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1) Jika tolerance lebih besar dari 0,1 maka dapat diartikan tidak terjadi 
multikolinearitas terhadap data yang diuji. 
2) Jika tolerance lebih kecil dari 0,1 dapat diartikan terjadi multikolinearitas 
pada data yang diuji. 
Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (Variance 
Inflatin Factor) adalah, sebagai berikut: 
1) Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat diartikan terjadi 
multikolinearitas terhadap data yang diuji. 
2) Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka dapat diartikan tidak terjadi 
multikoliniearitas terhadap data yang diuj. 
 
c. Uji Heterokedastisitas 
Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu 
mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan varian 
variabel gangguan yang tidak konstan. Masalah heteroskedastisitas dengan 
demikian lebih sering muncul pada data cross section daripada time series. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 
dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Tidak terdapat 
heteroskedastisitas jika :  
1) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola 
2) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 
3) Titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas atau dibawah saja. 
 
3. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi 
(hubungan) linear antara dua variabel atau lebih. Rancangan uji regresi 
berganda dimaksud unutk menguji bagaimana pengaruh variabel X (KWP, PF, 
SP…dsb) terhadap varibel Y(KPWP). Analisis ini mengetahui arah hubungan 
antara variabel independen dengan dependen yang berhubungan positif atau 
negative dan memprediksi apakah variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun formula dari regresi 
berganda yakni, sebagai berikut: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
KPWP = a + b1KWP + b2PF + b3SP + e 
Keterangan : 
KPWP            = variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) 
KWP              = variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak) 
     PF                   = variabel independen (Pelayanan Fiskus) 
SP                   = variabel independen (Sanksi Pajak) 
a                     = konstanta 
b                     = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
e                     = error term (kesalahan pengganggu) 
 
4. Uji Hipotesis 
a. Uji T 
Uji T adalah salah satu tes statistic yang dipergunakan untuk menguji 
kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa antara dua 
buah Mean Sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama,  
tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
10
 
Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh  satu 
variabel bebas secara individual dalam menerangkan variansi variabel terikat. 
Pengujian ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen 
secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pada tingkat signifikan a = 
0,05. 
 Ho = Masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat. 
 Ha = Masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikat. 
                                                          
10
Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2017),  h. 278. 
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Apabila tingkat signifikan kurang dari 0,05, t hit > t tabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel 
terikat. Sebaliknya apabila tingkat signifikasi lebih dari 0,05 t hit < t tabel 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti bahwa variabel bebas tidak dapat 
menerangkan variabel terikatnya secara individual. 
 
b. Uji F 
Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 
dimaksukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan 
analisis varian (analysis of variance = ANOVA). Dalam varian ini 
menggunakan signifikasi a = 0,05. 
Ho = Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat. 
Ha = Variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikat. 
Apabila tingkat signifikan atau tigkat profotabilitas kurang dari 0,05 
atau F hitung > F tabel maka Ho ditolak, hal ini berarti variabel bebas mampu 
menjelaskan variabel terikat secara simultan atau bersama-sama. Sebaliknya 
jika tingkat signifikan lebih dari 0,05 atau F hitung < F Tabel maka Ho 
diterima, hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama tidak 
mampu menjelaskan variabel-variabel terikatnya. 
 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefsien 
regersi (R
2
) keseluruhan. (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen atau 
variabel terikat. (R
2
) digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik 
dari analisis regresi berganda. (R
2
) mendekati 1 maka dapat diaktakan semakin 
kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam 
menerangkan variabel terikat. Sebaliknya jika (R
2
) mendekati 0 maka semakin 
lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Temuan Penelitian  
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai 
a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai 
Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP),kantor ini bernama 
Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah 
menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP 
Medan Utara dan KPP Medan Selatan. 
Kantor  Pelayanan  Pajak  Medan  Utara  didirikan  pada  tanggal  1 April    
1994    berdasarkan    Keputusan    Menteri    Keuangan    Nomor 
758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan 
pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan 
sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, 
yaitu : 
1) KPP Medan Utara 
2) KPP Medan Timur 
3) KPP Medan Barat 
Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal29 Maret 1994 
terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 
(empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu : 
1) KPP Medan Utara 
2) KPP Medan Timur. 
3) KPP Medan Barat 
4) KPP Medan Binjai 
Dengan      Surat      Keputusan      Menteri      Keuangan      Nomor 
443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran 
kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara 
(KANWIL I DJP SUMBAGUT)   terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan 
Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliput : 
1) KPP  Medan  Timur,  berdomisili  di  Jl.  Diponegoro  No.  30A Medan
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2) KPP  Medan  Kota,  berdomisili  di  Jl.  Diponegoro  No.  30A Medan. 
3) KPP  Medan  Barat,  berdomisili  di  Jl.  Sukamulia  No.  17A Medan. 
4) KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan. 
5) KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan. 
6) KPP Binjai, berdomisili di Jl.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai. 
Dengan  adanya  Keputusan  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor 
535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, 
telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan 
tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya 
Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
Kantor   Pelayanan   Pajak   Binjai   yang   didirikan   berdasarkan 
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  94/KMK- 
01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut: 
1) Kotamadya Binjai 
2) Kabupaten Langkat 
3) Kabupaten Deli Serdang 
a) Kec. Labuhan Deli 
b) Kec. Sunggal 
c) Kec. Pancur Batu 
d) Kec. Hamparan Perak 
e) Kec. Sibolangit 
f) Kec. Kutalimbaru 
4) Kabupaten Tanah Karo 
Pada  tanggal  19  Mei  2008  berdasarkan  Keputusan  Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang   Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan 
Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe 
Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 
II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan 
dan Konsultasi Perpajakan di Lungkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 
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Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, 
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan 
Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Binjai telah menjadi Kantor   Pelayanan Pajak   Modern dimana pelayanan 
perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut: 
1) Kota Madya Binjai 
a) Kec. Binjai Timur 
b) Kec. Binjai Kota 
c) Kec. Binjai Utara 
d) Kec. Binjai Barat 
e) Kec. Binjai Selatan 
 
2) Kabupaten Langkat 
a) Kec. Pangkalan Susu 
b) Kec. Gebang 
c) Kec. Hinai 
d) Kec. Secanggang 
e) Kec. Sawit Seberang 
f) Kec. Babalan 
g) Kec. Sei Lepan 
h) Kec.. Stabat 
i) Kec. Sirapit 
j) Kec. Binjai 
k) Kec. Besitang 
l) Kec. Tanjung Pura 
m) Kec. Wampu 
n) Kec. Pematang Jaya 
o) Kec. Brandan Barat 
p) Kec. Kuala 
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q) Kec. Selesai 
r) Kec. Bahorok 
s) Kec. Kutambaru 
t) Kec. Sei Bingai 
u) Kec. Batang Serangan 
v) Kec. Walapian 
Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 
pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah 
diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 
sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 
Januari 2014. 
 
b. Visi dan Misi dan Motto KPP Pratama Binjai 
Adapun Visi, Misi dan Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Binjai, yaitu : 
1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
“Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajjak Negara terbaik di 
lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.” 
 
2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
a) Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. 
b) Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan 
Undang-Undang Perpajakan secara adil. 
c) Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya 
di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, 
 
3) Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
“Binjai” yakni Bersih, Inisiatif, Jujur, Amanah, Ikhlas. 
 
 
 
 
54 
 
 
 
c. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah: 
 
1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Subbagian  Umum  memiliki  tugas  melakukan  urusan 
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Serta pemantauan 
pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan 
disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi 
perbaikan proses bisnis. 
2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 
perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis 
komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-
SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 
3) Seksi Pelayanan 
Seksi  Pelayanan  mempunyai  tugas  melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan,pengadministrasian dokumen dan 
berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 
penerimaan surat lainnya,penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 
wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 
4) Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan 
penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, 
penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan 
dokumen-dokumen penagihan. 
5) Seksi Pemeriksaan 
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan 
rencana pemeriksaan, pengawasan  pelaksanaan  aturan  pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak  serta  
administrasi  pemeriksaan  perpajakan lainnya,  
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6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 
pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 
pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam 
menunjang ekstensifikasi. 
7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan 
konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak,   memproses   surat   
keterangan   fiskal,   Surat Keterangan   Bebas,   dan   proses   administrasi   
surat lainnya. 
8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan  
pengawasan  kepatuhan  kewajiban perpajakan wajib pajak, 
bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, 
penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data 
wajib pajakdalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 
ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta 
melakukan evaluasi hasil banding. 
9) Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
Berdasarkan Jabatan 
Tabel 4.1 Kelompok Jabatan Fungsional 
JABATAN NAMA 
Kepala Kantor YAN SANTOSO PURBA 
Kasi Seksi Pengolahan Data dan 
Informasi 
RONDANG FRISCA 
LUNARIS 
Kasi Seksi Pelayanan RUDY MATONDANG 
Kasi Seksi Penagihan MARHINGGAN TAMBA 
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I MADONG RIANTO 
SITANGGANG Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II AGUST FIRMANDO 
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
III 
ERIK MANSON 
AMBARITA 
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
IV 
RAHMADI KUNCORO 
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Kasi Seksi Pemeriksaan JAULIMAN PURBA 
Kasi Seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan 
SAHRUL ALAM 
KaSubbagian Umum dan Kepatuhan 
Internal 
SALOM PARHUSORAN 
PANGGABEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Deskripsi Responden Penelitian 
Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai. Adapun pernyataan yang 
termuat dalam kuesioner ini terbagi dalam dua bagian yaitu mengenai identitas 
responden dan pernyataan mengenai variabel independent serta variabel 
dependent. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden 
berdasarkan  jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Penggolongan yang 
dilakukan terhadap responden bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai 
gambaran responden sebagai objek penelitian. 
a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil pesebaran 
responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel 4.2 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 
 
 
Sumber: Kuesioner yang Diolah 2020 
Dari tabel di atas dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai ada;ah dengan jumlah laki-laki 
63 orang atau sebanyak 63,6%. Sedangkan responden perempuan berjumlah 36 
orang atau sebanyak 36,4%. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang sering 
melaporkan dan membayar adalah wajib pajak yang berjenis kelamin laki laki hal 
ini dikarenakan wajib pajak adalah kepala keluarga yaitu berjenis kelamin laki-
laki. 
b. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
berdasarkan usia dalam penelitian di bawah ini dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 4.3 
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Jumlah Sampel Presentase 
SMA 53 53,5 % 
D1 - - 
D3 10 36,4 % 
S1 36 10,1 % 
S2 - - 
Total 99 Orang 100 % 
Sumber: Kuesioner yang Diolah 2020  
Dari tabel di atas diperoleh bahwa responden yang pendidikan 
SMA berjumlah 53 orang, D1 berjumlah 0, D3 berjumlah 10 orang, S1 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
Laki-laki 63 Orang 63,6 % 
Perempuan 36 Orang 36,4 % 
Total 99 Orang 100 % 
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berjumlah 36 orang dan S2 berjumlah 0. Pendidikan terakhir wajib pajak 
yang dominan adalah SMA. 
3. Teknik Analisis Data dan Pembahasan 
a. Uji Validitas  
Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah kuesioner ini layak 
atau tidak digunakan sebagai instrument penelitian. Uji validitas dilakukan dengan 
menyebarkan ke 99 responden. Untuk pengujian validitas angket dan reliabilitas 
angket menggunakan SPSS 21.0 for windows. Angket penelitian dikatakan valid 
jika rhitung > rtabel, α =0,05 dan df = n–2=99 –2 = 0,1975 ( rtabel Junaidi 
Chaniago). 
b.  Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
Pengujian validitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak diberikan 
kepada 99 orang responden. 
Tabel 4.4 
Pengujian Validitas Angket Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
 
Sumber Hasil olahan SPSS v.21 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
P1 24,74 4,563 ,200 ,656 
P2 24,67 4,429 ,249 ,643 
P3 25,12 3,883 ,435 ,587 
P4 24,93 4,066 ,440 ,589 
P5 24,87 3,748 ,471 ,573 
P6 24,57 3,942 ,426 ,590 
P7 24,87 4,360 ,283 ,633 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung > r tabel 
maka kuisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung < dari r 
tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung ternyata 
lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat disimpulkan 
semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975. 
 
c. Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (PF) 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung > r tabel 
maka kuisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung < dari r 
tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung ternyata 
lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat disimpulkan 
semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P8 16,16 2,402 ,418 ,651 
P9 16,32 1,996 ,600 ,569 
P10 16,28 2,042 ,453 ,635 
P11 16,31 2,238 ,400 ,657 
P12 16,41 2,204 ,370 ,672 
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d. Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (SP) 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak(SP) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P13 22,67 8,122 ,630 ,800 
P14 22,64 8,540 ,600 ,806 
P15 22,71 7,801 ,670 ,793 
P16 22,80 8,898 ,453 ,828 
P17 22,58 9,247 ,464 ,825 
P18 22,60 8,182 ,653 ,797 
P19 22,63 8,359 ,583 ,808 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung > r 
tabel maka kuisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung < 
dari r tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung 
ternyata lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat 
disimpulkan semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975. 
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e. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P20 20,58 3,288 ,538 ,785 
P21 20,62 3,443 ,541 ,786 
P22 20,57 3,085 ,587 ,774 
P23 20,54 2,966 ,626 ,764 
P24 20,57 2,881 ,652 ,758 
P25 20,53 3,395 ,471 ,798 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika nilai r hitung > r 
tabel maka kuisioner atau angket yang disebar valid, akan tetapi jika r hitung < 
dari r tabel, maka angket tidak valid. Jika dilihat dari tabel diatas nilai r hitung 
ternyata lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil validitas diatas, maka dapat 
disimpulkan semua angket dapat dinyatakan valid dengan r tabel sebesar 0,1975 
 
f. Uji Reliabilitas Kuesioner 
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka 
waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan 
dapat dipercaya dan diandalkan. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,70. Berikut adalah hasil Uji Reliabilitas dari variabel 
kesadaean, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan 99 
responden. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,648 7 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas Pelayanan Fiskus (PF) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,688 5 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (SP) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,832 7 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
 
 
 
 
  
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,808 6 
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program 
SPSS versi 21.00 hasil perhitungan terhadap variabel kesadaran wajib pajak 
adalah 0,648, pelayanan fiskus adalah 0,688, sanksi pajak 0,832 dan kepatuhan 
wajib pajak 0,808. Hasil tersebut terlihat bahwa reliabilitas masing-masing 
variabel dalam kisaran 0,50-0,70 maka hasilnya bisa diterima dan kuesioner 
dinyatakan reliabel. 
g. Teknik Analisis Deskripsi 
Tabel 4.12 
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
(KWP) 
Perilaku 
Pengguna 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Jumlah  
1 0 0 0 0` 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 6 5 25 13 16 6 11 82 
4 65 60 62 70 58 48 68 431 
5 28 34 11 15 25 45 20 178 
 
Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya 
tidak ada responden yang tidak sangat tidak setuju mengenai pertanyaan 1 sampai 
pertanyaan 7, ada 1 responden menyatakan tidak setuju dengan pertanyaan 1 
sampai pertanyaan 7, 82 responden menyatakan kurang setuju, 431 responden 
menyatakan setuju dan 178 responden menyatakan sangat setuju. 
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Tabel 4.13 
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
Perilaku 
Pengguna 
P8 P9 P10 P11 P12 Jumlah  
1 0 0 0 0` 0 0 
2 0 0 0 0 1 1 
3 1 10 4 8 15 38 
4 77 72 70 74 70 363 
5 22 15 15 16 13 81 
 
Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya 
tidak ada responden yang tidak sangat tidak setuju  mengenai pertanyaan 1 sampai 
pertanyaan 7, ada 1 responden menyatakan tidak setuju, 38 responden menyatakan 
kurang setuju, 363 responden menyatakan setuju dan 81 responden menyatakan 
sangat setuju. 
 
Tabel 4.14 
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (SP) 
Perilaku 
Pengguna 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Jumlah  
1 1 0 1 1` 1 1 1 6 
2 2 1 4 5 0 3 1 11 
3 27 29 24 26 18 16 25 165 
4 58 58 59 64 72 67 59 437 
5 11 11 10 3 7 13 12 78 
 
Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya 
ada 6 responden yang tidak sangat tidak setuju  mengenai pertanyaan 1 sampai 
pertanyaan 7, ada 11 responden menyatakan tidak setuju, 165 responden 
menyatakan kurang setuju, 437 responden menyatakan setuju dan 78 responden 
menyatakan sangat setuju. 
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Tabel 4.15 
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
Perilaku 
Pengguna 
P20 P21 P22 P23 P24 P25 Jumlah  
1 0 0 0 0` 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 
3 3 5 8 8 10 4 38 
4 80 79 72 69 68 76 444 
5 15 10 18 22 21 19 105 
 
Berdasarkan tanggapan responden di atas dapat kita lihat bahwasannya 
tidak ada responden yang tidak sangat tidak setuju  mengenai pertanyaan 1 sampai 
pertanyaan 7, ada 1 responden menyatakan tidak setuju, 38 responden menyatakan 
kurang setuju, 444 responden menyatakan setuju dan 105 responden menyatakan 
sangat setuju. 
 
5. Uji Asumsi  Klasik 
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 
bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 
jumlah sampel kecil. Ada tiga cara untuk apakah residual berdistribusi normal 
atau tidak yaitu dengan melakukan uji kolmogrov-smirnov, P-Plot dan grafik 
histogram. 
b. Uji Kolmogrov Smirnov 
Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 
adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) pada alpha sebesar 
5%. Jika nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 
0,05 berarti data normal, jika tidak maka data tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
N 99 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
1,74663985 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,110 
Positive ,110 
Negative -,075 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,096 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,181 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Tabel 4.11 di atas menunjukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 
1,096 dengan probabilitas signifikansi 0,181 dan nilainya lebih dari 0,05 hal ini 
berarti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berdistribusi 
normal. 
c. Uji P-Plot 
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Sumber : Hasil olahan SPSS v.21 
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas P-Plot 
Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat diketahui hasil pengujian tersebut 
menunjukan bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal, hal ini menunjukan bahwa residual mengikuti distribusi data 
dalam penelitian normal. 
 
d. Uji Histogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil olahan SPSS v.21 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas Histogram 
Gambar 4.2 di atas menunjukkan hasil histogram yang menunjukkan pola 
tidak miring ke kanan atau ke kiri dengan demikian uji normlitas telah terpenuhi. 
 
6. Uji Multikolinieritas  
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Jika 
variabel bebas (independen) saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
bebas (independen) yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas (independen) 
sama dengan nol. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan 
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Variante Inflation Faktor (VIF), jika nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10 
menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas pada antar variable independenya. 
Hasil pengujian multikolinieritas dengan nilai TOL dan VIF adalah sebagai 
berikut : 
 
Tabel 4.17 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficien
ts 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) 8,008 2,741  2,922 ,004   
Kesadaran ,221 ,085 ,243 2,616 ,010 ,843 1,186 
Pelayanan 
Fiskus 
,245 ,107 ,207 2,295 ,024 ,894 1,119 
Sanksi Pajak ,199 ,057 ,318 3,523 ,001 ,895 1,117 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil olahan SPSS v.21 
Dari tabel Coefficient pada kolom Collinearity Statistics, dapat terlihat 
nilai Tolerance dan VIF. Nilai Tolerance dari masing-masing variabel adalah 
0,843, 0,894 dan 0,895 dimana nilainya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari 
variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak masing-
masing adalah 1,186, 1,119 dan 1,117 dimana nilainya lebih kecil dari 10. Dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel lolos dari gejala multikolonieritas. 
 
7. Uji Heterokedastistas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik plot antara 
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nilai prediksi variabel terikat dengan residu, jika grafik plot menunjukan suatu 
pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat 
disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika grafik plot tidak 
membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi terjadi heteroskedastisitas. 
 
Sumber: Hasil olahan SPSS v.21 
Gambar 4.3 
Scatterplot Regresi Standar Residu 
 
Pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar 
disekitar angka nol dan tidak mengumpul di suatu titik. Penyebaran titik-titik data 
tersebut juga tidak membentuk suatu pola. Jadi dapat disimpulkan bahwa model 
regresi dalam penelitian ini terbebas dari permasalahan heterokedastisitas. 
 
8. Uji Regresi Linier Berganda 
Suatu model persamaan regresi linier berganda digunakan untuk 
menjelaskan hubungan antara satu variabel dependent dengan lebih dari satu 
variabel lain. Dalam model persamaan regresi linier berganda yang disusun untuk 
mengetahui keterkaitan antara variable KWP, PF, SP terhadap KPWP secara 
bersama-sama sebagai berikut:  
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KPWP= a + b1KWP + b2PF + b3SP +e 
Hasil persamaan regresi linier berganda dapat dilihat pada table di bawah ini: 
 
 
Tabel 4.18 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8,008 2,741  2,922 ,004 
Kesadaran ,221 ,085 ,243 2,616 ,010 
Pelayanan 
Fiskus 
,245 ,107 ,207 2,295 ,024 
Sanksi Pajak ,199 ,057 ,318 3,523 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil olahan SPSS v.21 
 
Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dirumuskan persamaan resepsi linier 
berganda sebagai berikut : 
              KPWP= 8,008 + 0,221KWP + 0,245PF + 0,199SP + e 
Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
a. Konstanta bernilai positif sebesar 8,008 1 satuan hal ini menunjukkan adanya 
hubungan searah antara variabel KWP, variabel PF, variabel SP dan variabel 
KPWP, bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
sanksi pajak dianggap konstan (0) maka jumlah kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai sebesar 8,008. 
b. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif sebesar 0,221 1 
satuan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan 
searah dengan kepatuhan wajib pajak apabila kesadaran wajib pajak 
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meningkat 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 
0,221 1 satuan dengan catatan variabel lainnya dianggap konstan. 
c. Nilai koefisien variabel pelayanan fiskus bernilai positif sebesar 0,245 1 
satuan hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan pelayanan fiskus terhadap 
kepatuhan wajib pajak adalah positif. Apabila pelayanan fiskus meningkat 
sebesar 1 satuan maka akan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,245 1 satuan 
dengan catatan variabel lainnya dianggap konstan. 
d. Nilai koefisien variabel sanksi pajak bernilai positif sebesar 0,199 1 satuan 
hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak adalah positif. Apabila sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan 
maka akan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,199 1 satuan dengan catatan 
variabel lainnya dianggap konstan. 
 
9. Uji Hipotesis 
a. Uji t (Parsial) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Apabila nilai thitung > ttabel dengan tingkat signifikannya (p-
value) < 5% (0,05), maka hal ini menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 
uji t (pengujian secara parsial) sebagai berikut : 
Tabel 4.19 
Hasil Uji (Parsial) 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8,008 2,741  2,922 ,004 
Kesadaran ,221 ,085 ,243 2,616 ,010 
Pelayanan 
Fiskus 
,245 ,107 ,207 2,295 ,024 
Sanksi Pajak ,199 ,057 ,318 3,523 ,001 
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a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21 
Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui apakah masing-masing 
variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Nilai ttabel diperoleh dengan 
menentukan df terlebih dahulu df = n-k = 99 – 4 = 95 sehingga diperoleh t tabel = 
1,98525. Dapat disimpulkan masing-masing variabel sebagai berikut: 
1) Pengaruh KWP terhadap KPWP 
Nilai thitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,616. Tingkat 
signifikansi yang diperoleh sebesar 0,010. Jika dilihat dari nilai thitung 
ternyata lebih besar dari nilai ttable (2,616 > 1,98525) dan nilai sig 0,010 < 
0,05. Maka dapat simpulkan bahwa Ho 1 ditolak dan Ha 1 diterima yang 
berarti kesadaran wajib pajak secara parsial dan secara signifikan 
kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
2) Pengaruh PF terhadap KPWP 
Nilai thitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 2,295. Tingkat 
signifikansi yang diperoleh sebesar 0,024. Jika dilihat dari nilai thitung 
ternyata lebih besar dari nilai ttable (2,295 > 1,98525) dan nilai sig 0,024 < 
0,05. Maka dapat simpulkan bahwa H0 2 ditolak dan Ha 2 diterima yang 
berarti pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
3) Pengaruh SP terhadap KPWP 
Nilai thitung untuk variabel sanksi pajak sebesar 3,523. Tingkat 
signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001. Jika dilihat dari nilai thitung 
ternyata lebih besar dari nilai ttable (3,523 > 1,98525) dan nilai sig 0,001 < 
0,05. Maka dapat simpulkan bahwa H0 3 ditolak dan Ha 3 diterima yang 
berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
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b. Uji F (Simultan)  
Uji statistik F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Apabila nilai Fhitung > Ftabel dengan tingkat 
signifikannya < 5% (0,05), maka hal ini menunjukkan H0  ditolak dan Ha  
diterima. 
 
Tabel 4.20 
Hasil Uji  F (Simultan) 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 132,683 3 44,228 14,054 ,000
b
 
Residual 298,974 95 3,147   
Total 431,657 98    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran 
Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa uji simultan ini 
menghasilkan nilai Fhitung sebesar 14,054 dengan tingkat signifikansi 0,000. 
Hasil analisis diperkuat dengan nilai Ftabel yang diperoleh dari k = 4, n = 99, df 
(nl) = k-1 = 4 – 1 =3, df (n2) = n – k =99 - 4 = 95 serta taraf signifikansi 0,05 
sehingga diperoleh nilai Ftabel = 2,70. Nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel 
(14,054 > 2,70) dari nilai sig 0,000 < 0,05. Maka H0 1 ditolak dan Ha 1 diterima 
yang berarti secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan 
sanksi pajak berpegaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
c. Uji R2 ( Determinasi) 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
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terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independe 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen. 
Tabel 4.21 
Hasil Uji R
2
 (Determinasi) 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,554
a
 ,307 ,286 1,774 
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, 
Kesadaran 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21 
Berdasarkan gambar diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,307 
atau 30,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
dan sanksi pajak berpengaruh 30,7% terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai  sedangkan sisaya 
69,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Std. Error of the 
Estimate (SEE) sebesar 1,774. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi 
semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent. 
 
B. Pembahasan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib 
pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Regresi Berganda dan metode 
statistik, pada metode regresi berganda diperoleh informasi dari responden melalui 
kuesioner yang berisikan tentang karakteristik responden yaitu jenis kelamin dan 
pendidikan terakhir atas pernyataan dalam kuesioner. Sedangkan pada metode 
statistik pengolahan data dilakukan program SPSS 21.0. 
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1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama 
Binjai 
Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya 
melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, 
membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Hal ini membuktikan 
bahwa antara teori dan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pada KPP Pratama Binjai,Kesadaran wajib pajak memiliki nilai thitung 
sebesar 2,616. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,010. Jika dilihat dari 
nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable (2,616 > 1,98525) dan nilai sig 
0,010 < 0,05. Maka dapat simpulkan bahwa Ho 1 ditolak dan Ha 1 diterima yang 
berarti kesadaran secara parsial dan secara signifikan kesadaan berpengaruh secara 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama diterima. 
 
2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai 
Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara 
individu ataupun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal 
adanya pelayanan fiskus. Secara umum, fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan 
fiskus dapat di definisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 
mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang di butuhkan seseorang dalam 
hal ini adalah wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa antara teori dan hasil 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pada KPP Pratama Binjai, Pelayanan fiskus memiliki nilai thitung 
sebesar 2,295. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,024. Jika dilihat dari 
nilai thitung ternyata lebih besar dari nilai ttable (2,295 > 1,98525) dan nilai sig 
0,024 < 0,05. Maka dapat simpulkan bahwa H0 2 ditolak dan Ha 2 diterima yang 
berarti pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sehingga hipotesis kedua diterima. 
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3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai 
Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau 
dipatuhi. Atau bisa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini 
membuktikan bahwa antara teori dan hasil berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Pada KPP Pratama Binjai, Sanksi pajak memiliki nilai thitung sebesar 
3,523. Tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001. Jika dilihat dari nilai 
thitung ternyata lebih besar dari nilai t table (3,523 > 1,98525) dan nilai sig 0,001 
< 0,05. Maka dapat simpulkan bahwa H0 3 ditolak dan Ha 3 diterima yang berarti 
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga 
hipotesis ketiga diterima. 
 
4. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan 
Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai 
Pada KPP Pratama Binjai, Uji simultan dilakukan oleh peneliti dan 
diperoleh Nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (14,054 > 2,70) dari nilai sig 
0,000 < 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti secara bersama-sama 
kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpegaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai yang diperoleh dari koefesien determinan R 
Square sebesar 0,307 atau 30,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib 
pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh 30,7% terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Binjai  
sedangkan sisaya 69,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar 
penelitian. Std. Error of the Estimate (SEE) sebesar 1,774. Makin kecil nilai SEE 
akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 
dependent.  
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Hal di atas menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus 
dan Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut menjadi 
pertimbangan bagi wajib pajak untuk mengetahui hal hal yang berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 
diuraikan pada BAB IV, maka peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama 
Binjai, dengan demikian Hipotesis pertama diterima.  
2. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai, 
Dengan demikian Hipotesis kedua diterima. 
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai, dengan 
demikian Hipotesis ketiga diterima.  
4.  Secara simultan (bersama-sama) membuktikan bahwa Kesadaran wajib 
pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha 
di KPP Pratama Binjai. Dengan demikian Hipotesis keempat diterima.  
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Untuk KPP Pratama Binjai agar dapat melakukan upaya untuk 
meningkatkan kesadaran seperti sosialisasi setiap bulan. kemudian 
pelayanan fiskus dapat lebih meningkatkan lagi respon cepat dan tanggap 
atas keluhan wajib pajak  serta membantu kesulitan yang alami oleh wajib 
pajak sehingga para wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. 
Sanksi perpajakan untuk wajib pajak di KPP Pratama Binjai sebaiknya 
dapat dimaksimalkan sehingga jumlah wajib pajak yang patuh dalam 
membayar pajak akan meningkat 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 
KUESIONER 
 
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG 
PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI 
 
A. Data Responden 
Nama Responden  : 
Jenis Kelamin  : 
Tingkat Pendidikan formal anda 
a. SMA b.D1 c.D3
 d.S1 e.S2 
 
Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas 
pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara diceklis (√ ). 
Jika menurut Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat 
di berikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban dapat diberikan pada 
pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut : 
 
Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2 Tidak Setuju  (TS) 
Skor 3 Kurang Setuju (KS) 
Skor 4 Setuju (S) 
Skor 5 Sangat Setuju (SS) 
 
Pernyataan Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
 
No. Perny
ataan 
SS S KS TS STS 
1. Saya sadar bahwa membayar pajak berarti 
telah berpartisipasi dalam pembangunan 
negara 
     
2. Saya tahu bahwa pajak ditetapkan dengan 
Undang-Undang (UU) 
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3. Saya telah mengetahui aturan ketentuan 
perpajakan yang berlaku 
     
4. Saya telah mengikuti aturan ketentuan 
perpajakan yang berlaku 
     
5. Saya  melakukan  pembayaran   tepat waktu 
tanpa paksaan orang lain 
     
6. Kesadaran wajib pajak dalam
 melakukan 
pelaporan  pajak  sesuai  dengan kebenaran 
     
7. Saya mengisi formulir sesuai dengan 
penghasilan (omzet ) yang sebenarnya 
     
 
 
Pernyataan Untuk Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
 
No. Pernyataan Pernyataan SS S KS TS STS 
1. Petugas pajak selalu membantu kesulitan yang 
dialami oleh wajib pajak. 
     
2. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan yang 
dialami oleh Wajib Pajak 
     
3. Petugas pajak bersikap ramah dalam melayani 
wajib pajak 
     
4. Pelayanan fiskus tidak mempersulit wajib 
pajak 
dalam membayar pajak 
     
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskus e berikan pelayanan cepat dalam 
melayani wajib pajak 
     
 
 
 
Pernyataan Untuk Variabel Sanksi Pajak (SP) 
 
No. Perny
ataan 
SS S KS TS STS 
1. Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat 
dalam memenuhi kewajiban pajak 
     
2. Wajib pajak dikenakan sanksi 
apabila melaporkan perpajakan 
dengan tidak benar. 
     
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika 
tidak membayar pajak 
     
4. Sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak 
 
     
5. Sanksi mendidik wajib pajak agar patuh 
terhadap aturan 
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6. Sanksi pajak bersifat tegas      
7. Sanksi dapat dipaksakan bagi wajib pajak yang 
tidak membayar kewajiban nya 
     
 
 
Pernyataan Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
 
No. Perny
ataan 
SS S KS TS STS 
1. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan 
SPT 
     
2. Saya selalu mengisi SPT (Surat 
Pemberitahuan) 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
     
3. Saya tepat waktu dalam m mbayar pajak      
4. Saya tidak mempunyai tunggakan untuk semua 
jenis pajak 
     
5. Saya selalu jujur dalam melaporkan perpajakan      
6. Saya mengikuti prosedur perpajakan dengan 
baik 
 
     
 
 
Hasil Kuesioner untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
No 
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 JUMLAH 
1 4 5 4 4 5 4 4 30 
2 4 5 4 4 4 4 4 29 
3 4 4 3 3 3 4 4 25 
4 4 4 4 4 4 5 4 29 
5 4 4 5 4 5 4 4 30 
6 5 5 4 4 4 4 4 30 
7 5 4 2 4 4 4 4 27 
8 4 4 4 4 4 4 4 28 
9 4 5 4 4 4 5 5 31 
10 3 4 3 4 4 3 5 26 
11 5 4 3 3 3 4 4 26 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 4 5 4 4 4 4 4 29 
14 5 4 3 4 4 4 4 28 
15 4 5 4 4 3 3 4 27 
16 4 4 3 4 3 4 4 26 
17 4 4 3 5 4 4 4 28 
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18 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 4 5 4 4 5 4 4 30 
20 4 5 4 4 4 4 4 29 
21 5 4 4 4 3 4 4 28 
22 5 4 4 4 4 5 4 30 
23 4 4 4 4 4 4 4 28 
24 5 5 5 5 5 5 4 34 
25 5 4 4 4 4 4 4 29 
26 4 5 5 5 5 5 4 33 
27 5 4 4 4 5 5 5 32 
28 4 4 3 4 4 5 4 28 
29 4 5 4 4 4 5 4 30 
30 5 5 4 5 5 5 4 33 
31 4 4 5 4 5 5 5 32 
32 4 4 4 4 4 5 4 29 
33 4 4 3 4 4 5 4 28 
34 4 5 4 4 4 5 4 30 
35 4 4 4 4 4 5 4 29 
36 4 4 3 3 4 5 3 26 
37 4 5 4 5 4 5 5 32 
38 4 4 4 4 4 5 4 29 
39 4 5 4 4 4 5 4 30 
40 4 5 4 4 4 5 5 31 
41 5 5 3 4 3 5 4 29 
42 5 5 4 5 5 5 4 33 
43 4 5 3 3 4 5 4 28 
44 4 4 4 5 3 5 4 29 
45 4 5 5 4 5 5 4 32 
46 4 4 4 4 4 5 4 29 
47 4 5 4 4 4 5 4 30 
48 4 4 4 3 4 5 3 27 
49 4 5 4 4 4 5 4 30 
50 5 5 5 5 5 5 5 35 
51 4 4 4 4 4 5 4 29 
52 4 4 4 5 4 5 5 31 
53 4 4 3 4 4 4 4 27 
54 4 3 4 4 3 4 4 26 
55 4 4 4 4 4 4 4 28 
56 5 4 4 5 5 5 4 32 
57 5 4 3 4 4 4 4 28 
58 4 4 4 4 4 4 4 28 
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59 5 4 4 5 5 5 5 33 
60 4 4 3 3 4 4 3 25 
61 4 4 3 3 4 4 3 25 
62 4 4 3 4 3 4 4 26 
63 5 4 3 4 3 4 5 28 
64 5 5 4 3 4 4 4 29 
65 5 4 4 4 4 4 4 29 
66 4 3 3 4 4 4 4 26 
67 4 5 5 4 4 4 4 30 
68 4 4 3 4 4 4 4 27 
69 4 4 4 4 4 4 4 28 
70 4 4 4 4 5 5 5 31 
71 4 4 3 3 4 5 5 28 
72 5 5 5 4 4 4 3 30 
73 4 4 4 4 4 4 3 27 
74 3 4 4 5 5 4 4 29 
75 5 5 5 4 4 4 3 30 
76 4 4 3 3 4 4 3 25 
77 4 4 5 4 5 5 4 31 
78 4 5 4 4 4 5 4 30 
79 5 5 4 5 5 5 5 34 
80 4 5 3 4 3 4 4 27 
81 5 4 4 4 5 5 5 32 
82 4 4 4 4 5 4 4 29 
83 5 5 4 4 4 4 4 30 
84 4 4 4 4 4 5 4 29 
85 4 4 3 3 3 4 4 25 
86 4 4 4 4 5 5 5 31 
87 3 3 4 4 4 4 4 26 
88 4 4 4 4 5 4 5 30 
89 3 4 4 4 3 3 3 24 
90 5 5 4 4 3 3 4 28 
91 5 4 5 4 5 5 5 33 
92 3 3 4 4 4 3 4 25 
93 4 4 3 3 4 4 5 27 
94 5 5 4 4 3 4 5 30 
95 4 4 4 5 5 5 3 30 
96 3 3 3 5 5 5 4 28 
97 4 4 4 5 5 5 5 32 
98 4 4 4 3 4 4 4 27 
99 5 5 4 4 3 3 3 27 
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Hasil Kuesioner untuk Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
No 
Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
P8 P9 P10 P11 P12 JUMLAH 
1 5 5 5 4 4 23 
2 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 4 20 
4 5 5 5 5 5 25 
5 5 4 4 4 4 21 
6 5 5 5 5 4 24 
7 4 4 4 5 4 21 
8 4 4 4 4 4 20 
9 4 4 4 4 4 20 
10 4 3 4 3 3 17 
11 4 3 4 4 3 18 
12 4 4 4 4 4 20 
13 5 5 4 4 4 22 
14 5 5 5 4 4 23 
15 4 4 4 3 3 18 
16 4 3 4 4 2 17 
17 5 5 4 4 4 22 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 3 19 
21 4 4 5 4 4 21 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 4 4 4 20 
25 5 4 5 4 4 22 
26 5 5 5 4 4 23 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 3 4 4 19 
30 4 4 4 5 5 22 
31 5 5 4 4 4 22 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 3 4 19 
34 4 4 4 4 4 20 
35 4 4 4 4 4 20 
 
 
87 
 
36 4 3 4 4 3 18 
37 4 4 5 5 5 23 
38 4 4 4 4 4 20 
39 4 4 4 4 4 20 
40 5 4 4 4 4 21 
41 4 4 4 4 4 20 
42 5 5 5 5 5 25 
43 4 4 4 4 4 20 
44 5 4 2 5 3 19 
45 4 4 5 4 5 22 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 3 4 4 4 19 
49 4 4 4 4 5 21 
50 5 4 5 4 5 23 
51 4 4 4 4 4 20 
52 5 4 5 4 4 22 
53 4 4 4 4 4 20 
54 4 4 4 2 3 17 
55 4 3 3 3 3 16 
56 4 5 5 5 4 23 
57 5 5 5 4 4 23 
58 4 4 4 4 4 20 
59 4 4 4 4 4 20 
60 4 4 4 5 4 21 
61 4 4 4 5 4 21 
62 4 5 4 4 4 21 
63 4 4 4 4 4 20 
64 4 3 4 4 4 19 
65 4 4 5 4 4 21 
66 4 4 4 4 4 20 
67 4 4 4 4 4 20 
68 4 4 4 4 4 20 
69 4 4 4 4 4 20 
70 4 4 4 4 5 21 
71 4 4 4 4 4 20 
72 4 4 4 5 5 22 
73 4 4 4 4 4 20 
74 5 5 5 5 4 24 
75 4 4 4 4 5 21 
76 4 3 4 4 4 19 
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77 4 4 4 4 4 20 
78 5 4 5 4 4 22 
79 5 4 2 5 3 19 
80 5 5 5 4 4 23 
81 4 4 4 4 3 19 
82 4 4 4 3 3 18 
83 4 4 4 4 4 20 
84 5 4 4 5 4 22 
85 4 4 4 4 3 19 
86 3 4 3 4 4 18 
87 4 4 3 4 4 19 
88 4 5 5 5 3 22 
89 4 4 4 3 4 19 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 3 4 5 20 
92 4 3 4 4 4 19 
93 5 5 4 4 4 22 
94 4 3 3 3 4 17 
95 4 4 4 5 5 22 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 3 3 3 3 16 
98 4 4 5 4 5 22 
99 4 4 4 4 3 19 
 
Hasil Kuesioner untuk Variabel Sanksi Pajak (SP) 
No 
Variabel Sanksi Pajak (SP) 
P13 P14 P15 P16 P17  P18 P19 JUMLAH 
1 4 4 4 4 4 4 4 28 
2 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 4 4 4 4 4 4 4 28 
4 3 3 3 4 4 4 4 25 
5 5 4 3 3 4 4 3 26 
6 4 3 4 4 4 4 3 26 
7 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 4 5 4 4 4 4 3 28 
9 5 5 5 4 4 4 5 32 
10 3 3 3 3 4 3 4 23 
11 4 3 4 4 4 4 4 27 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 3 4 3 4 4 4 4 26 
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14 3 3 2 2 3 3 4 20 
15 3 3 3 3 3 3 3 21 
16 1 2 1 1 1 1 1 8 
17 4 4 4 3 3 4 4 26 
18 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 5 5 5 4 4 5 4 32 
20 4 4 4 4 3 4 4 27 
21 4 4 4 4 4 4 4 28 
22 4 4 4 4 4 4 5 29 
23 3 4 4 3 4 3 4 25 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 
25 4 4 3 3 4 2 3 23 
26 4 3 3 4 4 4 4 26 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 4 4 4 4 4 4 4 28 
29 3 4 3 3 4 4 4 25 
30 4 4 4 5 5 5 4 31 
31 5 5 5 2 3 5 5 30 
32 4 3 4 4 4 3 4 26 
33 4 4 4 4 4 4 4 28 
34 4 4 4 4 4 4 4 28 
35 3 3 3 4 4 4 4 25 
36 3 4 4 3 4 4 4 26 
37 4 4 4 5 5 5 5 32 
38 4 4 4 4 4 4 4 28 
39 3 4 3 4 4 3 3 24 
40 4 4 4 4 4 4 4 28 
41 2 4 4 4 3 4 3 24 
42 3 3 3 3 4 4 3 23 
43 4 3 4 4 4 4 4 27 
44 5 4 4 3 3 5 4 28 
45 4 4 4 4 5 4 5 30 
46 4 3 4 4 4 4 4 27 
47 4 4 5 4 4 4 4 29 
48 4 4 2 4 4 4 2 24 
49 3 4 4 3 5 5 4 28 
50 5 5 5 3 5 5 5 33 
51 4 5 4 4 4 4 4 29 
52 3 3 3 3 4 4 3 23 
53 3 4 3 4 4 3 4 25 
54 3 4 4 3 4 3 3 24 
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55 3 3 4 3 4 4 4 25 
56 4 4 2 4 4 4 4 26 
57 4 4 4 4 4 4 5 29 
58 4 4 4 4 4 4 4 28 
59 4 5 5 4 5 5 5 33 
60 3 3 3 3 4 2 3 21 
61 3 3 3 3 4 2 3 21 
62 2 3 4 4 4 3 3 23 
63 3 3 5 4 4 4 3 26 
64 4 3 4 4 4 4 4 27 
65 4 5 3 4 4 4 3 27 
66 3 4 4 4 4 4 4 27 
67 3 3 4 4 4 4 4 26 
68 4 4 4 4 4 4 4 28 
69 4 4 4 2 4 4 4 26 
70 4 4 4 4 4 4 4 28 
71 4 4 3 3 3 5 5 27 
72 5 5 5 3 3 4 4 29 
73 4 4 4 4 3 3 3 25 
74 5 5 5 4 4 4 4 31 
75 4 3 3 3 4 4 4 25 
76 4 3 4 4 4 4 3 26 
77 3 3 2 2 3 3 4 20 
78 4 4 4 4 4 4 4 28 
79 3 3 3 4 4 4 5 26 
80 5 4 4 3 3 5 4 28 
81 4 4 3 4 4 4 3 26 
82 3 3 3 3 4 4 3 23 
83 4 4 4 3 3 3 4 25 
84 3 3 3 3 4 3 3 22 
85 4 4 4 4 4 4 5 29 
86 4 4 4 4 3 3 3 25 
87 3 3 3 4 4 4 3 24 
88 5 4 4 4 4 4 4 29 
89 5 5 5 4 5 4 5 33 
90 4 4 4 4 4 3 3 26 
91 4 4 4 4 4 4 3 27 
92 3 3 2 2 4 4 4 22 
93 4 4 4 3 3 4 4 26 
94 4 4 4 4 4 4 4 28 
95 4 4 3 3 3 3 3 23 
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96 4 3 4 4 3 3 3 24 
97 4 4 4 4 3 4 4 27 
98 4 4 4 5 4 4 4 29 
99 4 4 4 4 4 4 4 28 
 
Hasil Kuesioner untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
No 
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
P20 P21 P22 P23 P24 P25 JUMLAH 
1 5 5 5 4 4 4 27 
2 4 3 4 4 4 5 24 
3 3 3 3 4 4 4 21 
4 4 5 5 5 5 5 29 
5 4 4 5 4 4 4 25 
6 4 4 4 4 4 4 24 
7 4 4 4 4 4 4 24 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 5 4 4 4 4 4 25 
10 4 4 4 4 4 4 24 
11 4 4 3 3 3 4 21 
12 4 4 4 4 4 4 24 
13 4 4 4 4 4 4 24 
14 4 4 4 4 4 4 24 
15 3 3 4 4 4 4 22 
16 3 3 4 3 3 4 20 
17 4 4 4 4 5 5 26 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 5 4 4 4 4 5 26 
20 4 4 4 4 3 4 23 
21 4 4 4 3 4 4 23 
22 4 4 4 4 4 4 24 
23 4 4 4 4 4 4 24 
24 5 5 5 5 5 5 30 
25 4 4 4 4 4 4 24 
26 5 4 4 5 5 4 27 
27 5 5 5 5 5 5 30 
28 4 4 4 4 4 4 24 
29 4 4 4 4 4 4 24 
30 4 4 5 4 5 5 27 
31 5 4 4 5 4 4 26 
32 4 4 4 4 4 4 24 
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33 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 4 4 4 4 4 24 
35 4 4 4 4 4 4 24 
36 4 4 3 4 3 4 22 
37 4 4 5 5 5 5 28 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 3 4 4 4 23 
40 4 4 4 4 4 4 24 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 4 4 5 4 5 5 27 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 5 4 4 5 5 5 28 
45 4 4 4 4 4 4 24 
46 4 4 4 4 4 4 24 
47 4 4 5 4 4 4 25 
48 2 4 3 3 3 4 19 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 5 5 5 5 4 5 29 
51 4 4 4 4 4 4 24 
52 4 4 4 4 4 4 24 
53 4 4 4 4 4 4 24 
54 4 4 4 4 4 4 24 
55 4 4 4 4 4 4 24 
56 4 4 4 4 4 4 24 
57 4 4 4 4 4 4 24 
58 4 4 4 4 4 4 24 
59 5 5 5 5 5 5 30 
60 4 4 3 4 3 4 22 
61 4 4 3 4 3 4 22 
62 4 4 5 4 4 4 25 
63 4 4 4 4 4 5 25 
64 4 4 4 4 4 4 24 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 4 4 4 4 4 4 24 
67 4 4 4 5 4 4 25 
68 4 4 4 4 4 4 24 
69 4 4 4 3 4 4 23 
70 4 4 4 5 5 5 27 
71 4 4 4 4 4 4 24 
72 4 4 4 5 4 4 25 
73 5 5 5 4 4 4 27 
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74 5 5 5 5 5 4 29 
75 4 4 4 3 3 3 21 
76 4 3 4 4 4 5 24 
77 5 4 4 4 4 4 25 
78 4 4 5 4 4 4 25 
79 4 4 4 3 4 4 23 
80 4 4 4 4 4 4 24 
81 4 4 4 3 3 3 21 
82 4 4 4 5 5 3 25 
83 4 4 4 4 3 3 22 
84 4 4 4 5 5 4 26 
85 4 4 4 4 4 5 25 
86 4 4 4 5 5 4 26 
87 5 5 4 5 4 5 28 
88 4 4 5 5 5 4 27 
89 5 5 4 4 4 4 26 
90 4 4 4 4 4 4 24 
91 4 4 4 5 5 4 26 
92 4 4 4 4 5 4 25 
93 4 4 4 5 4 4 25 
94 4 4 5 4 5 5 27 
95 4 4 4 4 5 4 25 
96 4 4 3 4 4 4 23 
97 4 4 4 4 4 4 24 
98 4 5 5 5 5 5 29 
99 4 4 5 5 4 4 26 
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Lampiran 2 : Uji Deskriptif 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan 
Terakhir 
Jumlah Sampel Presentase 
SMA 53 53,5 % 
D1 - - 
D3 10 36,4 % 
S1 36 10,1 % 
S2 - - 
Total 99 Orang 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 
Laki-laki 63 Orang 63,6 % 
Perempuan 36 Orang 36,4 % 
Total 99 Orang 100 % 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas 
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
Sumber Hasil olahan SPSS v.21 
Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
P1 24,74 4,563 ,200 ,656 
P2 24,67 4,429 ,249 ,643 
P3 25,12 3,883 ,435 ,587 
P4 24,93 4,066 ,440 ,589 
P5 24,87 3,748 ,471 ,573 
P6 24,57 3,942 ,426 ,590 
P7 24,87 4,360 ,283 ,633 
     
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P8 16,16 2,402 ,418 ,651 
P9 16,32 1,996 ,600 ,569 
P10 16,28 2,042 ,453 ,635 
P11 16,31 2,238 ,400 ,657 
P12 16,41 2,204 ,370 ,672 
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Variabel Sanksi Pajak (SP) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P13 22,67 8,122 ,630 ,800 
P14 22,64 8,540 ,600 ,806 
P15 22,71 7,801 ,670 ,793 
P16 22,80 8,898 ,453 ,828 
P17 22,58 9,247 ,464 ,825 
P18 22,60 8,182 ,653 ,797 
P19 22,63 8,359 ,583 ,808 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
 
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P20 20,58 3,288 ,538 ,785 
P21 20,62 3,443 ,541 ,786 
P22 20,57 3,085 ,587 ,774 
P23 20,54 2,966 ,626 ,764 
P24 20,57 2,881 ,652 ,758 
P25 20,53 3,395 ,471 ,798 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
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Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabelitas 
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,648 7 
 Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
 
 Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,688 5 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
 
 Variabel Sanksi Pajak (SP) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
,832 7 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
 
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
 
 
 
 
 
                                         Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,808 6 
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Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardiz
ed Residual 
N 99 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
1,74663985 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,110 
Positive ,110 
Negative -,075 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,096 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,181 
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
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Sumber : Hasil olahan SPSS v. 21 
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Lampiran 6 Hasil dari Para Responden  
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
(KWP) 
Perilaku 
Pengguna 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Jumlah  
1 0 0 0 0` 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 6 5 25 13 16 6 11 82 
4 65 60 62 70 58 48 68 431 
5 28 34 11 15 25 45 20 178 
 
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pelayanan Fiskus (PF) 
Perilaku 
Pengguna 
P8 P9 P10 P11 P12 Jumlah  
1 0 0 0 0` 0 0 
2 0 0 0 0 1 1 
3 1 10 4 8 15 38 
4 77 72 70 74 70 363 
5 22 15 15 16 13 81 
 
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (SP) 
Perilaku 
Pengguna 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Jumlah  
1 1 0 1 1` 1 1 1 6 
2 2 1 4 5 0 3 1 11 
3 27 29 24 26 18 16 25 165 
4 58 58 59 64 72 67 59 437 
5 11 11 10 3 7 13 12 78 
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Hasil Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
Perilaku 
Pengguna 
P20 P21 P22 P23 P24 P25 Jumlah  
1 0 0 0 0` 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 
3 3 5 8 8 10 4 38 
4 80 79 72 69 68 76 444 
5 15 10 18 22 21 19 105 
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Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficien
ts 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant) 8,008 2,741  2,922 ,004   
Kesadaran ,221 ,085 ,243 2,616 ,010 ,843 1,186 
Pelayanan 
Fiskus 
,245 ,107 ,207 2,295 ,024 ,894 1,119 
Sanksi Pajak ,199 ,057 ,318 3,523 ,001 ,895 1,117 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil olahan SPSS v.21 
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Lampiran 8 : Hasil Uji Heterokedastistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil olahan SPSS v.21 
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Lampiran 9 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8,008 2,741  2,922 ,004 
Kesadaran ,221 ,085 ,243 2,616 ,010 
Pelayanan 
Fiskus 
,245 ,107 ,207 2,295 ,024 
Sanksi Pajak ,199 ,057 ,318 3,523 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil olahan SPSS v.21 
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Lampiran 10 : Hasil Uji Parsial (t) 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8,008 2,741  2,922 ,004 
Kesadaran ,221 ,085 ,243 2,616 ,010 
Pelayanan 
Fiskus 
,245 ,107 ,207 2,295 ,024 
Sanksi Pajak ,199 ,057 ,318 3,523 ,001 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21 
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Lampiran 11 : Hasil Uji Simultan (f) 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 132,683 3 44,228 14,054 ,000
b
 
Residual 298,974 95 3,147   
Total 431,657 98    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran 
Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21 
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Lampiran 12 : Hasil Uji Determinasi R Square (R
2
)  
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,554
a
 ,307 ,286 1,774 
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, 
Kesadaran 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Hasil Olahan SPSS v.21 
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Lampiran 13 : Tabel R 
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Lampiran 14 : Tabel ( t ) 
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Lampiran 14 : Tabel ( f ) 
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Lampiran 15 : Surat Izin Riset dari Kantor Direktorat Jendral Perpajakan 
SUMUT I 
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Lampiran 16 : Dokumentasi Penelitian 
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